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PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN 

PEMBANGUNAN DESA DI DESA PULAU PALAS KECAMATAN 

TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

 

ABSTRAK 

Taufik Fadhilah 

207310091 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran 

Pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pulau Palas, 

Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Metode penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian 

terdiri dari aparatur desa serta masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung 

dalam proses pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Pulau 

Palas berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Beberapa program 

pembangunan, terutama infrastruktur, belum sepenuhnya terealisasi sesuai 

rencana. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya keterlibatan masyarakat dalam 

musyawarah pembangunan desa mengenai penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) Desa serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap 

proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa secara menyeluruh. Oleh 

karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah desa dan 

masyarakat guna mengoptimalkan peran pemerintah desa dalam mendorong 

pembangunan yang merata dan berkelanjutan. 

 

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Pembangunan Desa 
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THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN IMPROVING VILLAGE 

DEVELOPMENT IN PULAU PALAS VILLAGE, TEMBILAHAN HULU 

SUB-DISTRICT, INDRAGIRI HILIR REGENCY 

ABSTRACT 

Taufik Fadhilah 

207310091 

This study aims to analyze and describe the role of the village government in 

improving development in Pulau Palas Village, Tembilahan Hulu Sub-district, 

Indragiri Hilir Regency. The indicators used in this research cover three main 

aspects: planning, implementation, and supervision of village development. The 

research method employed is a qualitative descriptive approach, with data 

collection techniques including observation, interviews, and documentation. The 

informants consisted of village officials and community members directly 

involved in development activities. The results of the study indicate that the role 

of the village government in promoting development in Pulau Palas Village has 

been implemented fairly well, though not yet fully optimal. Several development 

programs, particularly in infrastructure, have not been fully realized as planned. 

This is influenced by the low level of community involvement in village 

development discussions related to the preparation of the Village Government 

Work Plan (RKP Desa), as well as limited public understanding of the overall 

planning and management process of village development. Therefore, stronger 

cooperation between the village government and the community is needed to 

optimize the village government's role in promoting equitable and sustainable 

development. 

 

Keywords: Role, Village Government, Village Development 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Salah satu tujuan utama dari pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pembangunan menjadi aspek 

yang sangat penting. Pembangunan merupakan instrumen utama dalam upaya 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena melalui proses pembangunan, 

kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi dapat 

terpenuhi secara lebih merata dan berkelanjutan (Todaro dan Smith 2015:13).  

Sasaran utama pembangunan ialah membentuk masyarakat yang sejahtera 

dan berkeadilan, yang merupakan pijakan mendasar dari kemerdekaan Indonesia. 

Pembangunan yang berkelanjutan berfungsi untuk menciptakan kondisi yang 

menyediakan berbagai pilihan yang sah bagi seluruh warga negara, terutama di 

daerah pedesaan, agar dapat mencapai aspirasi hidup yang lebih bermartabat dan 

manusiawi. Pembangunan juga diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, 

kesejahteraan warga, dan kemajuan desa secara keseluruhan. Pemerintah 

memegang peranan penting dalam mempercepat pembangunan desa dengan cara 

menyediakan fasilitas utama, memperkuat kemampuan warga, dan membangun 

infrastruktur yang mampu mendorong kemajuan ekonomi di tingkat desa (Sari 

dan Prasetyo 2018:75).  

Mengingat peran strategis desa dalam tata pemerintahan nasional, 

pemerintah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatur penyelenggaraan 



2 

 

 
 

pemerintahan desa. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pembangunan serta 

peningkatan kesejahteraan desa, pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kehadiran undang-undang 

ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan aparatur desa karena dianggap 

lebih komprehensif dan tepat sasaran dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. 

Undang-undang ini mengatur secara jelas mengenai prinsip-prinsip regulasi, 

posisi desa dalam sistem pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan 

tugas, pengakuan desa, pengelolaan anggaran, serta mekanisme pengawasan desa.  

Menurut Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2), 

Pemerintahan Desa diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat pada tingkat desa dalam bingkai sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah desa dipandang 

sebagai ujung tombak pembangunan nasional yang dipimpin oleh seorang Kepala 

Desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat desa dan memiliki peran 

penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa. Pemerintah desa 

memikul tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan yang mengatur 

sekaligus mengelola berbagai aspek, mulai dari pemerintahan, pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat secara mandiri 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun struktur 

pemerintahan desa terdiri atas dua unsur utama, yaitu Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). 

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 menegaskan 

bahwa desa memiliki hak untuk melaksanakan pembangunan, termasuk 
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penyediaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai bagi masyarakat desa 

agar perkembangan dapat berjalan dengan cepat. Dari hal ini dapat disimpulkan 

bahwa keberhasilan suatu pembangunan sangat bergantung pada kerjasama antara 

pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah yang berkualitas akan mampu 

menciptakan kemakmuran, sehingga tugas pemerintah desa adalah membangun 

infrastruktur yang terintegrasi secara menyeluruh antar berbagai aspek. 

Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

adalah memberikan wewenang yang lebih besar kepada desa dalam mengelola 

Pembangunan urusan pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi lokal. Dalam regulasi ini, desa diposisikan sebagai subjek 

dalam proses pembangunan. Pemerintah di tingkat yang lebih tinggi (supradesa) 

bertindak sebagai fasilitator untuk mendukung pertumbuhan kemandirian dan 

kesejahteraan desa melalui kebijakan yang berlandaskan pada prinsip pengakuan 

(rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas). Pemerintah 

supradesa tidak perlu khawatir terhadap implikasi dari penerapan kedua prinsip 

tersebut. Ketika desa menjadi pelaku utama pembangunan, keberadaannya justru 

akan membantu mengurangi beban pemerintah daerah hingga pusat. 

Menurut Sutoro Eko (2016:34), pembangunan desa tidak hanya sebatas 

pembangunan fisik, tetapi juga mencakup transformasi sosial dan ekonomi yang 

bertujuan mendorong kemandirian desa melalui partisipasi aktif masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan utama pembangunan 

desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, 

menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, mengembangkan potensi lokal, 
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serta mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

Pembangunan di tingkat desa mencakup aspek penyelenggaraan pemerintahan 

desa, di mana pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyusun rencana 

pembangunan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya, yang selaras 

dengan rencana pembangunan di tingkat kabupaten atau kota.  

Menurut Effendi (2017:27), pembangunan di tingkat desa harus mencakup 

aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, pengembangan infrastruktur, serta 

pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi utama peningkatan kualitas hidup. 

Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh 

pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Dalam 

pelaksanaanya, pemerintah desa mendapat pendampingan dari pemerintah 

kabupaten/kota, melalui pelaksana teknis dari unit kerja perangkat daerah. Selain 

itu, kepala desa dapat memperoleh bantuan dari tenaga pendamping profesional, 

kader pemberdayaan masyarakat, maupun pihak ketiga untuk mengoordinasikan 

pembangunan di wilayahnya. 

Dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa, aparatur desa 

memperoleh dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keterlibatan 

BPD sebagai lembaga desa memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan 

pemerintahan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur serta dalam 

menyalurkan aspirasi masyarakat. Peran tersebut juga tercermin dari fungsi 

pengawasan yang dijalankan BPD serta tindak lanjutnya terhadap pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian 

integral dari strategi pembangunan nasional yang berperan penting dalam 
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mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan 

harus dilaksanakan secara merata dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat 

luas agar hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, serta berkontribusi 

dalam meningkatkan taraf hidup mereka.  

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa berpedoman pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa, yang mencakup tahapan perencanaan pembangunan desa, 

pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pembangunan. 

1. Perencanaan Pembangunan Pemerintah desa menyusun RPJM Desa dan 

RKP Desa secara partisipatif melalui Musyawarah Desa, untuk 

merumuskan program prioritas termasuk infrastruktur. 

2. Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah desa melaksanakan pembangunan 

berdasarkan RKP dan APBDes, dengan prinsip partisipasi, transparansi, 

akuntabilitas, dan keberlanjutan. Masyarakat dilibatkan, terutama melalui 

Padat Karya.  

3. Pengawasan Pembangunan Pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa, 

BPD, dan masyarakat untuk memastikan pembangunan sesuai rencana, 

mencegah penyimpangan, dan menjamin mutu serta akuntabilitas 

penggunaan dana. 

Agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan optimal, diperlukan 

perencanaan pembiayaan yang terstruktur dan memiliki kejelasan mengenai 

sumber dananya. Salah satu sumber pembiayaan tersebut berasal dari Dana Desa 

(DD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, 
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Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk 

setiap desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten/Kota. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, merujuk 

pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, besaran 

Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek tertentu: 

1. Jumlah Penduduk; 

2. Angka kemiskinan; 

3. Luas Wilayah; 

4. Tingkat Kesulitan Geografis; dan 

5. Indeks kemahalan Konstruksi. 

Menurut Suhendra (2015:47), keuangan desa merupakan keseluruhan 

aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja desa 

yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa, dan 

bantuan keuangan lainnya. Keuangan desa mencakup seluruh hak, kewajiban, dan 

kekayaan desa yang bernilai uang serta digunakan untuk membiayai urusan 

pemerintahan desa yang menjadi kewenangannya melalui APBDes.  

Menurut Wignjosoebroto (2014:112) menyatakan bahwa Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan 

pemerintah desa yang dirumuskan serta disepakati bersama antara pemerintah 

desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian ditetapkan melalui 

peraturan desa. APBDes memiliki fungsi strategis dalam tata kelola keuangan 
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desa karena menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembangunan desa. APBDes bertujuan untuk mendukung kemandirian desa 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah APBDes Desa Pulau Palas Tahun 

anggaran 2024:  

Table 1.1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pulau 

Palas Tahun Anggaran 2024 

Kode 

Rek 
Uraian Anggaran (Rp) 

4. Pendapatan 

4.1 Pendapatan Asli Desa 5.280.000,00 

4.2 Pendapaatan Transfer 2. 291.849.683,00 

Jumlah Pendapatan 2.297.129.683 

5. Belanja  

5.1 Belanja Pegawai 458.620.800,00 

5.2 Belanja Barang dan Jasa 919.946.941,00 

5.3 Belanja Modal 950.428.584,00 

5.4 Belanja Tidak Terduga 57.345.000,00 

Jumlah Belanja 2.386.341.325,00 

Surplus (Defisit) (89.211.642,00) 

6 Pembiayaan  

6.1 Penerimaan Pembiayaan 94.211.642,00 

6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 94.211.642,00 

6.2 Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00 

6.2.2 Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 

Pembiayaan Netto 89.211.642,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0,00 

Sumber: Dikutip dari data APBDes Desa Pulau Palas 2024 

Berdasarkan tabel diatas bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Pulau Palas terdiri dari 2 sumber pendapatan yaitu Pendapatan Asli Desa sebesar 

5.280.000 dan Pendapatan Transfer sebesar 2.291.849.683, dengan total 
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pendapatan 2.297.129.683. Dana ini digunakan untuk belanja pegawai sebesar 

458.620.800, belanja barang dan jasa 919.946.941, belanja modal 950.428.584, 

serta belanja tak terduga 57.345.000. Total belanja mencapai 2.386.341.325, 

sehingga terjadi defisit sebesar 89.211.642. Untuk menutup defisit tersebut, desa 

menggunakan penerimaan pembiayaan berupa SILPA tahun sebelumnya sebesar 

94.211.642 dan mengalokasikan 5.000.000 untuk penyertaan modal desa. Dengan 

pembiayaan ini, anggaran desa menjadi seimbang tanpa sisa lebih pembiayaan 

pada akhir tahun.  

Menurut Mardiasmo (2018:91), fungsi utama APBDes adalah sebagai alat 

perencanaan, pengendalian, evaluasi, alokasi sumber daya, dan komunikasi 

antarpelaku pembangunan desa. APBDes bertujuan untuk mendukung 

kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

Pemerintah Desa Pulau Palas memanfaatkan Dana Desa, khususnya untuk 

sektor pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama. Berikut 

Informasi mengenai penggunaan Dana Desa dan Belanja Desa dapat dilihat pada 

data berikut: 

Tabel 1. 2: Anggaran Belanja Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan 

Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024. 

No Uraian Kegiatan 
Anggaran 

Semula Menjadi 

1. 
Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 
1.200.553.584,00  1.218.754.184.00 

2. 
Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan 

  

835.504.800,00 

 

 890.694.200,00 
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3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 217.745.000,00 217.745.000,00 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat  67.426.506 78.090.741,00 

5 
Bidang Penanggulangan Bencana 

Darurat dan Mendesak Desa 
57.345.000,00 54.447.200,00 

Total Rp.2.459.731.325 

Sumber: dikutip dari data perubahan APBDes Tahun anggaran 2024 

 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perubahan regulasi anggaran, sehingga 

Pemerintah Desa Pulau Palas melakukan perubahan terhadap Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024. berdasarkan APBDes Desa 

Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir menunjukan 

uraian kegiatan pembangunan desa menjadi prioritas desa. Pengelolaan Dana 

Desa telah diserahkan kepada pemerintah desa guna mendorong kemandirian 

lokal. Pemerintahan Desa tinggal melakukan pelaksanaan pembangunan yang 

telah direncanakan 

Desa Pulau Palas merupakan salah satu desa yang berdekatan langsung 

dengan Tembilahan dan merupakan pintu gerbang Kabupaten Indragiri Hilir, oleh 

sebab itu desa ini dipandang penting untuk dilakukan berbagai pembenahan 

pembangunan. Desa Pulau Palas memiliki luas wilayah sebebsar 52 km2, sebagian 

besarnya merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Wilayah yang luas tersebut 

mengakibatkan kurangnya pelayanan, baik dari segi pembangunan maupun 

pelayanan publik.  

Pembangunan desa perlu mengacu pada dasar hukum yang jelas. Salah 

satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 

26, yang menyatakan bahwa desa berhak melaksanakan pembangunan, termasuk 
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penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Namun demikian, 

berdasarkan data APBDes Desa Pulau Palas dan hasil evaluasi pembangunan, 

terdapat beberapa kegiatan pembangunan fisik yang belum sepenuhnya terealisasi. 

Berikut ini adalah data mengenai pembangunan sarana dan prasarana umum di 

Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir: 

Tabel 1. 3: Pembangunan Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu 

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024. 

No Jenis Pembangunan Terealisasi 
Belum 

Terealisasi 

Anggaran 

(Rp) 

Sumber 

Dana 

1. Badan Jalan Manual 1424 Meter 250 Meter 183.220.000 APBDes 

2. Rabat Beton   549 Meter 403 Meter 183.462.000 APBDes 

3. Drainase     60 Meter 0 52.751.900 APBDes 

4. Tembok Penahan Tanah   222 Meter 176 Meter 188.190.400 APBDes 

5. Timbunan Sirtu Sei Buluh   306 Meter 100 Meter 40.000.000 APBDes 

Total Rp.647.624.300 

(Sumber: Rencana Pembangunan Desa Pulau Palas Tahun 2024) 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa kegiatan pembangunan di 

Desa Pulau Palas yang belum terealisasi sesuai dengan rencana. Pembangunan 

badan jalan manual masih menyisakan sepanjang 250meter yang belum 

dikerjakan. Jalan ini merupakan jalan tanah untuk menuju ke area pertanian dan 

Perkebunan masyarakat. Lalu pada kegiatan rabat beton, terdapat 403meter yang 

belum terealisasi. Lalu untuk pembangunan drainase sepanjang 60meter telah 

berhasil direalisasikan pada tahun 2024. Pada Pembangunan drainase masih ada 

yang rusak, namun, tidak terdapat usulan lanjutan. Selanjutnya, pada 

pembangunan Tembok Penahan Tanah belum selesai sepenuhnya, dengan sisa 

176 Meter yang belum dibangun. Selain itu, pekerjaan timbunan sirtu di wilayah 
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Sei Buluh juga belum terlaksana sepanjang 100 meter. Kondisi ini menunjukkan 

adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa 

Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu. 

Sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 

pasal 80 tentang desa menyebutkan bahwa: 

1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud pada 

Pasal 79 di selenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa. 

2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pemerintahan desa wajib menyelenggarakan 

musyawarah perencaan pembangunan desa. 

Pemerintah desa berkewajiban untuk menyelenggarakan musyawarah 

perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai bagian dari proses 

penyusunan program pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif, 

transparan, dan akuntabel. Musyawarah ini bertujuan untuk merumuskan rencana 

pembangunan yang berlandaskan pada kebutuhan nyata masyarakat desa, 

menetapkan skala prioritas kegiatan pembangunan, serta memastikan keterlibatan 

seluruh unsur masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. 

Namun demikian, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di 

Desa Pulau Palas belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan pengamatan awal, kaur 

perencanaan mengungkapkan bahwa Musrenbang Desa pada Tahun 2024 

menunjukkan masih sedikit warga yang ikut musyawarah. Akibatnya, rencana 

yang dibuat belum sepenuhnya mewakili kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

Hal ini bisa menghambat perencanaan pembangunan yang sesuai dengan 
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kebutuhan masyarakat. Namun, pemerintah juga perlu menekankan kepada 

masyarakat bahwa musyawarah itu penting sebagai usulan untuk menentukan 

program pembangunan desa. Meskipun demikian, hasil musyawarah tetap 

menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan desa yang disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan data pada Profil Desa Pulau Palas, pada tahun 1980 dan tahun 

2012 Desa Pulau Palas pernah mendapatkan penghargaan pembangunan desa. 

Pemerintah Desa Pulau Palas telah melakukan berbagai upaya dalam 

meningkatkan pembangunan desa. Namun demikian, kondisi wilayah yang cukup 

luas serta pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan 

sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi sering mengalami kerusakan. 

Adapun informasi lain yang di dapat dari kaur perencanaan, beberapa masyarakat 

belum memahami mekanisme pengajuan usulan pembangunan, sehingga usulan 

tersebut tidak tersampaikan dalam Musrenbangdes. Hasil observasi menunjukkan 

bahwa pelibatan unsur masyarakat seperti masyarakat, dan kelompok rentan 

masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat 

menjadi langkah penting dalam mendukung pemerintah untuk meningkatkan 

pembangunan sarana dan prasarana umum di Desa Pulau Palas secara lebih 

merata dan partisipatif.  

Berdasarkan penjelasan dan data diatas maka penulis menemukan 

fenomena yang akan dibahas dalam penelitian ini yang akan di analisis 

berdasarkan aturan dan teori yang relevan dengan penelitian, adapun 

fenomenanya yaitu: 
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1. Peran pemerintah desa Pulau Palas dalam pelaksanaan Pembangunan desa 

dinilai masih kurang optimal, mengingat masih terdapat sejumlah wilayah 

di desa yang belum mendapatkan perbaikan atau rehabilitasi Pembangunan 

fisik.  

2. Kurangnya pelayanan pembangunan dari pemerintah Desa Pulau Palas 

sehingga menyebabkan masyarakat kurang memahami prosedur pengajuan 

permohonan pembangunan di wilayahnya. 

3. Upaya pemerintah Desa Pulau Palas dalam meningkatkan pembangunan 

ekonomi masih belum optimal, terlihat dari kondisi jalan perkebunan yang 

masih berupa tanah sehingga menyulitkan petani dalam mengangkut hasil 

panen, terutama pada musim hujan. Mengingat sebagian besar wilayah 

desa merupakan area perkebunan, kondisi ini berdampak langsung 

terhadap aktivitas ekonomi Masyarakat. 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan 

Pembangunan Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabuptaen 

Indragiri Hilir” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena empiris di atas, maka penulis dapat merumuskan 

rumusan masalahnya “Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan 

Pembangunan Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabuptaen 

Indragiri Hilir?” 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang dikemukan tersebut, maka tujuan penelitan ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan 

pembangunan Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu 

Kabupaten Indragiri Hilir.  

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembangunan oleh 

pemerintah desa di Desa Pulau Palas, yang mencakup tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 

2. Kegunaan Penelitian  

 Adapun kegunaan penleitian ini adalah: 

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

sebagai referensi serta sumber masukan yang memuat teori-teori maupun 

fenomena yang berkembang, baik di lingkungan instansi pemerintah 

maupun di tengah masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan dalam 

penelitian selanjutnya yang berfokus pada kajian mengenai peran 

pemerintah desa. 

b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan 

mutu dalam kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah serta 

melatih penulis dalam memahami konsep ilmu pemerintahan yang ada di 

perkuliahan dan diaplikasikan.  
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c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

masukkan atau pertimbangan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan 

pembangunan khusus nya infrastruktur di Desa Pulau Palas Kecamatan 

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, selain itu juga penelitian ini 

diharapakan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai 

analisis pelaksanaan pemerintah desa dan sebagai bahan masukkan yang 

dapat meningkatkan partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan desa. 
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BAB II 

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR 

A. Studi Kepustakaan  

1. Konsep Ilmu Pemerintahan 

Pemerintahan dapat dipandang sebagai seni sekaligus ilmu pengetahuan. 

Disebut seni karena terdapat pemimpin yang meskipun tidak memiliki latar 

belakang pendidikan formal di bidang pemerintahan, mampu menjalankan 

tugasnya secara efektif dengan kharisma yang dimilikinya. Sementara itu, 

pemerintahan juga termasuk ke dalam ranah ilmu pengetahuan karena memiliki 

karakteristik yang memenuhi syarat sebagai suatu disiplin, yakni dapat dipelajari 

dan diajarkan, memiliki objek kajian baik secara materiil maupun formil, bersifat 

universal, tersusun secara sistematis, serta mempunyai kekhasan tertentu. Kata 

pemerintahan sendiri berasal dari istilah “pemerintah”, yang berakar dari kata 

“perintah” yang mencakup empat unsur pokok, yaitu adanya dua pihak yang 

terlibat, hubungan timbal balik di antara keduanya, kewenangan dari pihak yang 

memerintah, serta ketaatan dari pihak yang diperintah. Dengan demikian, perintah 

dapat dimaknai sebagai ucapan atau ungkapan yang ditujukan untuk meminta atau 

mengarahkan seseorang agar melakukan suatu tindakan (Ahmad Mustanir, 

2022:1). 

Menurt Mac Iver (dalam Labolo, 2017:18) menjelaskan bahwa pemerintah 

adalah sebuah organisasi dalam sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, 

dimana melalui kekuasaan tadi manusia dapat diperintah. Selanjutnya, Rasyid 

(dalam Labolo, 2017:14) menyatakan bahwa tujuan pokok dibentuknya 
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pemerintahan adalah untuk menciptakan sistem ketertiban sehingga 

masyarakat dapat menjalani kehidupan secara normal. Pada hakikatnya, 

pemerintahan modern berorientasi pada pelayanan publik, di mana keberadaan 

pemerintah bukan ditujukan bagi kepentingannya sendiri, melainkan untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat serta membangun kondisi yang 

memungkinkan setiap warga mengembangkan potensi dan kreativitasnya guna 

mencapai tujuan bersama. 

Pemerintah secara umum dapat dipahami sebagai mekanisme pelaksanaan 

kewenangan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, politik, dan administrasi, 

yang ditujukan untuk mengatur dan mengelola kepentingan negara demi 

tercapainya kesejahteraan rakyat. Dalam konteks yang lebih terbatas, istilah 

pemerintah merujuk pada aktivitas serta tanggung jawab lembaga eksekutif dalam 

menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan guna merealisasikan tujuan nasional. 

Adapun pemerintahan dalam pengertian luas mencakup keseluruhan aktivitas 

yang berakar pada prinsip kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar 

negara serta mencakup unsur rakyat dan wilayah, yang kesemuanya diarahkan 

untuk mencapai tujuan negara. Ndraha (2015:6) menyatakan bahwa pemerintah 

merupakan institusi yang memiliki otoritas dalam menyelenggarakan pelayanan 

publik dan bertugas memberikan layanan sipil kepada masyarakat melalui 

hubungan yang bersifat pemerintahan, sehingga masyarakat dapat menerima 

pelayanan sesuai kebutuhan dan harapannya pada waktu yang tepat. 

Menurut Ndraha (2015:3) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan 

merupakan cabang ilmu yang mengkaji upaya pemenuhan serta perlindungan 
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kebutuhan dan tuntutan setiap individu terhadap jasa publik maupun layanan sipil 

dalam konteks hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima serta 

dimanfaatkan sesuai kebutuhan pada waktunya. 

Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2014:32), ilmu pemerintahan dapat 

didevinisikan sebagai berikut: 

1. Ilmu pemerintahan dipahami sebagai disiplin yang mempelajari cara 

menguasai, memimpin, serta menelaah unsur-unsur dinas, baik dalam 

hal keserasian internal maupun dalam hubungannya dengan 

masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut. 

2. Ilmu pemerintahan juga dapat dimaknai sebagai kajian yang meneliti 

upaya menemukan sumber daya manusia terbaik dalam setiap dinas 

umum, sekaligus secara sistematis mengkaji persoalan yang berkaitan 

dengan sentralisasi, desentralisasi, koordinasi, serta mekanisme 

pengawasan baik ke dalam maupun ke luar. 

3. Ilmu pemerintahan dipandang sebagai ilmu yang mengkaji bagaimana 

seharusnya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang 

diperintah diatur sedemikian rupa, sehingga potensi konflik dapat 

dihindari, tercipta keselarasan pandangan, serta terwujud tindakan 

pemerintahan yang efektif dan efisien. 

4. Ilmu pemerintahan juga dipahami sebagai ilmu terapan yang menelaah 

dinas umum dalam arti luas, mencakup struktur maupun organisasi 

sebagai alat pelaksana tugas pemerintahan, sehingga dapat 
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dirumuskan metode kerja yang paling tepat guna mewujudkan tujuan 

negara. 

Tugas dan Fungsi pemerintah terbagi menjadi 3 yaitu: 

1. Pembangunan, menurut Kusnadi (2016:87), pembangunan desa harus 

berbasis pada kebutuhan lokal, partisipatif, dan berkelanjutan. 

Pemerintah desa berperan sebagai motor penggerak pembangunan fisik 

dan sosial yang menyasar kesejahteraan masyarakat. 

2. Pemberdayaan, menurut Suharto (2016:45) menjelaskan bahwa 

pemberdayaan masyarakat adalah proses mengembangkan kapasitas, 

partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya 

yang mereka miliki. 

3. Pelayanan, menurut Sedarmayanti (2018:105), pelayanan publik 

merupakan kewajiban utama pemerintah yang harus dilaksanakan 

secara profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

2. Konsep Desa 

Konsep Pengertian dari Desa dalam Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah dapat dilihat sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, 

dikatakan bahwa Desa adalah suatu wilayah yangditempati oleh 

sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakattermasuk 

didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyaiorganisasi 

pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan 
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berhakmenyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, ditegaskan bahwa desa merupakan suatu kesatuan wilayah 

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta 

mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, berlandaskan asal-usul 

dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional, 

serta berada dalam wilayah administrasi kabupaten. 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan 

bahwa desa—atau dengan sebutan lain—merupakan kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya, berlandaskan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menyatakan bahwa desa—atau 

dengan penyebutan lain yang selanjutnya disebut desa—merupakan 

suatu kesatuan masyarakat yang diberi kewenangan untuk mengatur 

serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, berlandaskan asal-

usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan 

nasional, serta berada di wilayah kabupaten. 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan 
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masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, serta 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang 

diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 43 menyebutkan 

bahwa desa, termasuk desa adat atau dengan sebutan lain yang 

selanjutnya disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

warga, hak asal-usul, maupun hak-hak tradisional yang diakui serta 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan secara umum bahwa desa 

adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang dihuni oleh sekelompok orang 

yang saling mengenal satu sama lain, memiliki batas wilayah yang jelas, serta 

memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta 

kehidupan masyarakatnya sendiri (Rauf, 2015:14). 

Pengaturan tentang hak dan kewajiban desa diatur dengan jelas pada pasal 

67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, desa berhak : 

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan ha asal 

usul, adat istiadat dan nilai sosial masyarakat desa. 

2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. 
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3. Mendapatkan sumber pendapatan. 

Desa berkewajiban: 

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kepatuhan serta kerukunan 

masyarkat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

3. Meningkatkann kehidupan demokrasi. 

4. Memberikan dan meningkatkan kepada masyarakat desa. 

Selain hak dan kewajiban dari desa, maka masyarakat desa juga memiliki 

hak dan kewajiban tersendiri yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan, berdasarkan Pasal 68 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, dinyatakan bahwa;  

Masyarakat Desa berhak:  

1. Meminta serta memperoleh informasi dari pemerintah desa, sekaligus 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat desa; 

2. Mendapatkan pelayanan secara adil dan merata; 

3. Menyampaikan aspirasi, saran, maupun pendapat baik secara lisan 

maupun tertulis dengan penuh tanggung jawab terkait penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta 

pemberdayaan masyarakat;  
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4. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan sebagai kepala desa, perangkat 

desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, maupun anggota 

lembaga kemasyarakatan desa; dan 

5. Memperoleh pengayoman dan perlindungan terhadap gangguan 

ketenteraman dan ketertiban di lingkungan desa. 

Masyarakat Desa berkewajiban:  

1. Berupaya membangun diri sekaligus menjaga kelestarian lingkungan 

desa; 

2. mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan 

masyarakat yang baik; 

3. Menciptakan kondisi desa yang aman, nyaman, dan tenteram; 

4. Menjaga serta mengembangkan nilai-nilai musyawarah, mufakat, 

kekeluargaan, dan gotong royong; dan 

5. Aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di 

desa. 

3. Konsep Pembangunan Desa 

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan 

berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui 

pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan. 

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai: 

Menurut Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah (2016:315) Tentang 

Pembangunan Desa yaitu: 
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a. Perencanaan Pembangunan Desa 

Salah satu fungsi utama pemerintah, selain memberikan pelayanan 

pemerintahan dan kemasyarakatan, adalah melaksanakan pelayanan di bidang 

pembangunan. Pembangunan tidak hanya berlangsung pada level nasional dan 

daerah, tetapi juga pada tingkat desa, bahkan pembangunan desa kini menjadi 

prioritas sekaligus orientasi dalam pembangunan nasional. Setiap negara 

berkembang memiliki karakteristik yang berbeda dalam menjalankan 

pembangunan, yang dipengaruhi oleh falsafah, tujuan, strategi, serta kebijakan 

dan program yang diterapkan. Meskipun terdapat perbedaan, secara umum 

pembangunan di negara-negara berkembang merupakan proses yang terencana 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, serta modernisasi 

bangsa dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan 

masyarakat. Khususnya di desa, pembangunan membutuhkan perencanaan 

yang matang agar tujuan yang ditetapkan dapat sesuai dengan kebutuhan serta 

kondisi masyarakat setempat. 

Menurut Nurcholis (dalam Rauf, 2015:248), perencanaan 

pembangunan desa disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan 

pembangunan kabupaten/kota. Proses penyusunannya dilakukan secara 

partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat desa, mulai dari 

ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, pimpinan organisasi 

kemasyarakatan, organisasi perempuan, hingga lembaga swadaya masyarakat. 

Sejalan dengan itu, tujuan dan mekanisme perencanaan desa telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 78 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut 

menegaskan bahwa pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia, serta menanggulangi 

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan sarana dan 

prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber 

daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, pembangunan 

desa mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan 

menekankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, serta semangat gotong 

royong sebagai landasan dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. 

Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan tujuan pembangunan desa 

serta proses perencanaannya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa 

memiliki sejumlah orientasi utama. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki kualitas hidup manusia, serta 

menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu, 

pembangunan desa juga diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam 

dan lingkungan secara berkelanjutan. Tahapan pelaksanaan pembangunan 

desa yaitu Tahapan perencanaan, Tahapan pelaksanaan, Tahapan pengawasan. 

Orientasi pembangunan desa mengedepankan; Kebersamaan, Kekeluargaan 

dan Kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan 

keadilan sosial.  
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Meknisme dari Perencanaan pembangunan desa telah diatur pada Pasal 

79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan 

sebagai berikut;  

1) Pemerintah Desa merancang perencanaan pembangunan desa sesuai 

dengan kewenangannya, dengan tetap berpedoman pada rencana 

pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. 

2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun dalam periode tertentu, yang mencakup: (a) Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan kurun 

waktu enam tahun; dan (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang merupakan turunan 

dari RPJMDes dan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun. 

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) bersama 

dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagaimana 

tercantum pada ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Desa. 

4) Peraturan Desa yang mengatur RPJMDes dan RKPDes menjadi 

dokumen resmi sekaligus satu-satunya pedoman perencanaan di 

tingkat desa. 

5) RPJMDes dan RKPDes berfungsi sebagai acuan pokok dalam 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang 

pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah. 
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6) Program Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang bersifat lokal di 

wilayah desa dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi dan/atau 

pelimpahan kewenangan kepada desa. 

7) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diposisikan sebagai salah satu sumber masukan dalam penyusunan 

rencana pembangunan Kabupaten/Kota. 

Prosedur penyusunan perencanaan pembangunan desa diatur dalam 

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang 

menjelaskan hal-hal berikut: 

1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

79 dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa. 

2) Dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa diwajibkan untuk 

mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. 

3) Melalui musyawarah tersebut ditetapkan prioritas, program, kegiatan, 

serta kebutuhan pembangunan desa yang sumber pendanaannya 

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), 

swadaya masyarakat, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota. 

4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan identifikasi 

kebutuhan masyarakat desa, yang meliputi: 

a) upaya peningkatan kualitas serta akses terhadap pelayanan dasar; 
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b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur maupun lingkungan 

dengan memperhatikan kemampuan teknis serta potensi sumber 

daya lokal; 

c) pengembangan sektor ekonomi pertanian yang berskala produktif; 

d) pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi; dan 

e) meningkatan kualitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman 

masyarakat desa sesuai kebutuhan setempat. 

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa 

Tindak lanjut dari proses perencanaan pembangunan desa adalah tahap 

pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa: 

1) Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKPDes) yang dibuat setiap tahun anggaran. 

Pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan 

seluruh unsur masyarakat desa melalui semangat gotong royong. 

2) Proses pembangunan desa tersebut dilaksanakan dengan 

memanfaatkan kearifan lokal serta potensi sumber daya alam yang 

dimiliki desa. 

3) Kegiatan pembangunan yang berskala lokal desa dikerjakan secara 

mandiri oleh desa. 
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4) Program sektoral yang masuk ke wilayah desa wajib disampaikan 

kepada pemerintah desa agar dapat diintegrasikan dengan 

pembangunan desa yang sedang berjalan. 

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka dapat 

dinyatakan hal-hal sebagai berikut; 

1) Pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKPDes) yang disusun setiap tahun sesuai dengan 

periode anggaran. 

2) Pembangunan desa yang telah direncanakan dijalankan oleh 

pemerintah desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat melalui 

prinsip kebersamaan dan semangat gotong royong. 

3) Pelaksanaan pembangunan desa mengedepankan pemanfaatan kearifan 

lokal serta potensi sumber daya alam yang dimiliki desa. 

4) Pembangunan yang berskala lokal desa dilaksanakan secara mandiri 

oleh desa yang bersangkutan. 

5) Program sektoral yang masuk ke desa disampaikan kepada pemerintah 

desa untuk kemudian disinergikan dengan pembangunan desa yang 

sedang dilaksanakan 

c. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa 

Dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, perlu adanya 

pemantauan dan pengawasan agar kegiatan berjalan sesuai rencana. Ketentuan 

ini secara jelas tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, yang mengatur sebagai berikut: 
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1) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 

Pembangunan Desa. 

2) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan 

terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa. 

3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana 

Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan 

melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun 

sekali. 

4) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk 

menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa. 

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, pelaksanaan, pengawasan, serta 

pemantauan pembangunan desa dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Seluruh elemen masyarakat desa memiliki hak untuk memperoleh 

informasi yang jelas dan akurat terkait rencana maupun pelaksanaan 

pembangunan desa. 

2. Warga desa juga diberi hak untuk melakukan pengawasan dan 

pemantauan terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung. 

3. Hasil pemantauan serta berbagai keluhan masyarakat dapat 

disampaikan kepada pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD). 
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4. Pemerintah desa berkewajiban menyampaikan informasi mengenai 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat melalui layanan informasi 

publik, serta melaporkannya dalam Musyawarah Desa sedikitnya 

sekali dalam setahun. 

5. Masyarakat desa memiliki hak untuk ikut serta dalam Musyawarah 

Desa guna memberikan tanggapan atas laporan pelaksanaan 

pembangunan desa. 

4. Konsep Infrastruktur 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, infrastruktur 

dipahami sebagai seperangkat unsur teknis dan fisik, baik berupa sistem, 

perangkat keras maupun lunak, yang berfungsi untuk menunjang pelayanan publik 

serta memperkuat struktur jaringan dalam rangka mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan sosial masyarakat secara optimal. Sementara itu, infrastruktur 

pedesaan merujuk pada sarana fisik yang menyediakan akses terhadap layanan 

dasar, sosial, serta ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan 

(Asnudin, 2009:293).  

Infrastruktur secara umum mencakup sistem fisik seperti jalan, gedung, 

dan fasilitas publik lain yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Ketersediaan infrastruktur 

ini memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem sosial dan ekonomi yang berlaku 
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di masyarakat. Oleh karena itu, infrastruktur harus dipandang sebagai fondasi 

penting dalam proses perumusan kebijakan publik (Kodoatie, 2005:72). 

Infrastruktur merujuk pada seperangkat sarana, struktur dasar, serta 

institusi yang dirancang dan dibangun untuk memastikan kelangsungan fungsi 

sistem sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Peran infrastruktur sangat 

vital dalam menopang kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Di 

samping itu, infrastruktur juga memainkan fungsi penting sebagai jembatan antara 

sistem sosial dan sistem ekonomi dalam dinamika kehidupan manusia dan 

lingkungannya. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur harus dilakukan 

secara proporsional tidak kekurangan agar tidak menghambat kebutuhan manusia, 

namun juga tidak berlebihan agar tidak melebihi kapasitas lingkungan alam, 

karena hal tersebut dapat merusak ekosistem dan berdampak negatif pada manusia 

serta makhluk hidup lainnya. 

5. Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi diartikan sebagai 

keikutsertaan atau sumbangsih seseorang dalam suatu aktivitas. Menurut Made 

Pidarta (dalam Yusuf 2019:1851), partisipasi merupakan keterlibatan individu 

atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Bentuk keterlibatan ini meliputi aspek 

mental, emosional, dan fisik, di mana seseorang secara aktif memanfaatkan 

seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk berinisiatif dalam berbagai aktivitas 

yang dijalankan, serta turut mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab 

atas peran yang diambil. Dengan kata lain, partisipasi adalah keterlibatan 
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seseorang secara menyeluruh dalam dinamika kelompok yang mendorong 

tercapainya tujuan bersama dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap 

keberhasilan kelompok tersebut. 

Partisipasi merupakan suatu konsep yang erat kaitannya dengan prinsip 

demokrasi, di mana masyarakat secara aktif mengambil bagian dalam seluruh 

tahapan proses, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Keterlibatan ini 

menunjukkan bahwa masyarakat memikul tanggung jawab penuh karena telah 

berpartisipasi sejak awal. Menurut (Sanoff 2010), partisipasi masyarakat memiliki 

beberapa tujuan utama, antara lain: 

1. Melibatkan warga dalam proses perumusan keputusan guna membangun 

kepercayaan terhadap proses tersebut, dan 

2. Mendorong keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

perencanaan demi tercapainya tujuan bersama. 

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan warga dalam 

menyumbangkan waktu (kehadiran), pemikiran, tenaga, serta sumber daya 

material yang dapat berupa barang atau dana. Oleh karena itu, peran serta 

masyarakat menjadi sangat penting dalam pengelolaan dan tata kelola 

pemerintahan di tingkat desa. Prinsip partisipasi ini menunjukkan pengakuan dari 

Negara dan pemerintah atas pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif untuk 

mendukung tugas-tugas pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan 

pelayanan kepada warga desa, melaksanakan pembangunan desa, serta turut serta 

dalam proses penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

pemerintahan desa. 
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Keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan 

merupakan hal yang tak terelakkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 

nasional. Artinya, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi seluruh kegiatan 

pembangunan yang dirancang (Yusuf, 2019, hlm. 1849). 

Untuk menumbuhkan semangat partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

pembangunan, dibutuhkan dukungan kuat dari masyarakat itu sendiri maupun dari 

pemerintah daerah. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak secara langsung 

menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan serta mewujudkan rencana 

pembangunan yang telah ditetapkan. 

Menurut Santoso Sastropoetro (dalam Yusuf 2019:1853), terdapat beberapa 

faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, antara lain: 

1. Faktor Kesadaran atau Kemauan, Keikutsertaan dalam pembangunan tidak 

muncul secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh dorongan tertentu. Salah 

satu dorongan utamanya adalah tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri 

terhadap pentingnya keterlibatan mereka. 

2. Solidaritas Sosial, Partisipasi masyarakat juga sering kali muncul dari 

kuatnya solidaritas antaranggota masyarakat. Terlebih lagi, bila ajakan 

datang dari pemimpin masyarakat, keikutsertaan tersebut menjadi bentuk 

kebersamaan sosial yang mencerminkan budaya gotong royong, terutama 

di lingkungan pedesaan. 

3. Dukungan Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, khususnya 

pemerintah daerah seperti camat, memiliki peran penting dalam 
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memotivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa. Hal 

ini dilakukan dengan cara mendekati masyarakat, memberikan himbauan, 

dan mengupayakan pendekatan lainnya. Selain itu, tokoh masyarakat juga 

turut berperan dalam mengedukasi warga, mengarahkan mereka yang 

belum memahami proses pembangunan, serta menjalankan fungsi kontrol 

sosial di tengah masyarakat. 

6. Konsep Peran  

  Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh 

individu sesuai dengan posisinya dalam struktur sosial masyarakat. Menurut bruce 

j. biddle dalam (Edy Suhardono 2025:3) Peran adalah bagaimana individu 

menerima dan melakukan tugas serta perilaku yang diharapkan dari orang-orang 

yang menempati posisi tertentu. 

Arti kata peran dapat dijelaskan dengan berbagai cara berikut: 

1. Catatan Sejarah mengatakan bahwa konsep peran asli di pinjam dari 

lingkungan drama dan teater yang berkembang di Yunani atau romawi 

kuno. Dalam pengertian ini, peran mengacu pada penokohan yang 

dilakukan actor dalam fase drama. 

2. Penjelasan berkaitan dengan makna ilmu social yang memandang peran 

sebagai pemenuhan fungsi yang dilakukan oleh seseorang dalam 

penokohan (posisi) struktur sosial. Dalam teater, konsep peran digunakan 

untuk mendefinisikan sosok satu dimensi yang bermain di atas panggung. 
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3. Penjelasan yang lebih fungsional, peran aktor merupakan Batasan yang di 

rancang aktor lain yang kebetulan berada dalam “akting” (pertunjukan 

peran) yang sama. 

Blumer dalam (Edy Suhardono 2025:11) menguraikan, konsep peran tidak 

statis, melainkan selalu berubah dan berinteraksi dengan konteks sosial yang 

berubah. Dalam pandangan blumer, peran adalah hasil dari interaksi sosial yang 

dinamik dan terus berubah. Blumer memberikan konsep peran dalam konteks 

interaksionalisme dan menekankan urgensi memahami dinamika interaksi sosial 

dalam memahami fenomena sosial pada umumnya. 

Menurut Levinson dalam Soekanto (2015:212), peranan dapat dipahami 

sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan. Artinya, ketika seseorang 

menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi yang dimilikinya, maka ia 

sedang melaksanakan suatu peran. Lebih lanjut, Levinson dalam Soekanto 

(2015:213) menjelaskan bahwa peranan mencakup tiga hal pokok, yaitu:  

1. Peranan yang berkaitan dengan norma-norma yang melekat pada posisi 

atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini, peranan 

dipahami sebagai seperangkat aturan yang menjadi pedoman bagi individu 

dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 

2. Peranan sebagai suatu konsep mengenai apa yang seharusnya dilakukan 

oleh individu dalam kaitannya dengan masyarakat sebagai suatu 

organisasi. 

3. Peranan juga dimaknai sebagai perilaku individu yang memiliki arti 

penting bagi terbentuknya struktur sosial dalam masyarakat. 
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Menurut Soerjono Soekanto (2012:212), peran (role) adalah aspek dinamis 

dari suatu kedudukan (status). Dengan kata lain, ketika seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya berdasarkan kedudukan yang dimilikinya, maka ia sedang 

menjalankan peran tersebut. Perbedaan antara kedudukan dan peran bersifat 

konseptual untuk kepentingan analisis ilmiah; keduanya saling terkait erat dan 

tidak dapat dipisahkan, karena tidak akan ada peran tanpa kedudukan, begitu pula 

sebaliknya. 

Jika seseorang menduduki suatu posisi maka dia sedang menjalankan perannya. 

Soekanto juga mengatakan pengelompokan peran dibagi menjadi tiga  

1. Peran aktif seperti anggota kelompok yang memberikan peran karena 

kedudukannya sebagai pejabat dan pengurus didalam kelompok 

2. Peran partisipatif seperti peran yang diberikan oleh anggota kelompok 

kepada kelompok didalamnya untuk memberikan sumbangan atau sesuatu 

yang bermanfaat bagi kelompoknya.  

3. Peran pasif seperti peran yang diberikan kepada kelompok lain untuk 

bekerja dengan baik. 

Didalam peran terdapat dua macam harapan, yang mana harapan pertama adalah 

harapan dari masyarakat kepada pemegang peran, dan harapan kedua adalah 

harapan dari pemegang peran kepada masyarakat. Peran menurut sutarto 

melibatkan tiga komponen yaitu  

1. Konsepsi peran, melibatkan tentang kepercayaan seseorang mengenai apa 

yang dilakukan terhadap suatu situasi. 
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2. Harapan peran, melibatkan harapan seseorang kepada orang yang sedang 

menduduki suatu posisi bagaiman seharusnya dia bertindak. 

3. Pelaksanaan peran, melibatkan perilaku seseorang dalam menjalankan 

perannya. 

7. Konsep Peran Pemerintah Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25, 

pemerintahan desa terdiri atas kepala desa atau sebutan lain yang digunakan yang 

dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa pada hakikatnya merupakan 

bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

tingkat desa. 

Peran pemerintah mencakup seluruh bentuk tindakan dan kebijakan yang 

dijalankan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, 

dan tanggung jawabnya. Hal ini termasuk dalam upaya menjaga ketertiban dan 

ketenteraman masyarakat di wilayahnya, sesuai dengan fungsinya sebagai pelayan 

dan pelindung masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai regulator, 

yakni pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan 

keputusan yang mengatur kehidupan masyarakat (Rasyid, 2010:41). 

Fungsi utama pemerintah adalah mengarahkan masyarakat menuju 

kemandirian dan pembangunan demi tercapainya kemakmuran bersama. 

Tanggung jawab tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat, 

melainkan memerlukan keterlibatan aktif pemerintah secara optimal dan 

menyeluruh. Dalam konteks ini, peran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam 

beberapa bentuk, antara lain: 
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a. Pemerintah sebagai fasilitator, Dalam perannya sebagai fasilitator, 

pemerintah bertugas menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan 

pembangunan serta menjembatani berbagai kepentingan di masyarakat 

guna mengoptimalkan pembangunan daerah. Peran ini diwujudkan melalui 

kegiatan pendampingan, seperti pelatihan, pendidikan, dan peningkatan 

keterampilan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam 

aspek permodalan, antara lain melalui pemberian bantuan dana atau akses 

pembiayaan bagi masyarakat. 

b. Pemerintah sebagai regulator, pemerintah bertanggung jawab menyusun 

arah kebijakan pembangunan melalui penerbitan berbagai peraturan dan 

regulasi. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam 

pelaksanaan pembangunan. Regulasi yang dikeluarkan menjadi acuan 

dasar bagi masyarakat sebagai instrumen pengendali dan pengarah 

terhadap berbagai aktivitas pembangunan yang dilakukan. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa yang 

dibantu oleh Perangkat Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk 

mampu mengambil keputusan secara rasional dan objektif di tengah masyarakat. 

Selain itu, pemerintah desa juga memiliki peran strategis sebagai pelapor serta 

penggerak dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Awang (2010:45), pemerintah desa merupakan lembaga 

pemerintahan pada tingkat paling rendah dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya. Hal ini menunjukkan 
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bahwa desa sebagai unit pemerintahan memiliki tanggung jawab utama untuk 

melayani kepentingan warganya. Dalam konteks tersebut, peran pemerintahan 

desa menjadi sangat penting dalam menggerakkan masyarakat agar mampu 

berkontribusi sebagai kekuatan aktif dalam proses pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, diatur mengenai hak dan kewajiban desa sebagai berikut: 

“Desa memiliki hak untuk mengatur serta mengurus kepentingan 

masyarakatnya sesuai dengan hak asal-usul, adat istiadat, serta nilai-nilai 

sosial budaya yang berlaku. Selain itu, desa juga berwenang membentuk 

dan mengelola kelembagaan desa, serta memperoleh sumber pendapatan 

desa. Di sisi lain, desa berkewajiban menjaga dan melindungi persatuan, 

kesatuan, serta kerukunan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga dituntut untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menumbuhkan kehidupan 

berdemokrasi, memberdayakan masyarakat, serta memberikan dan 

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat desa.” 

Ketentuan dalam undang-undang tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi 

aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, regulasi ini juga menjadi acuan 

dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

84 Tahun 2015 bahwa Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh 

pemerintah desa dan juga badan permusyawaratan desa (BPD) pemerintah desa 

adalah organisasi pemerintah yang terdiri atas: 

a. Kepala Desa bertugas: 

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, 

membina kehidupan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat, 

termasuk mengajukan rencana peraturan desa. 

2. Menjalankan fungsi pemerintahan desa, meliputi penyelenggaraan 

tata kelola pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan 

urusan pertanahan, pemeliharaan ketertiban dan keamanan, 

perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan 

dan pengelolaan wilayah desa. 

3. Melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan sarana dan 

prasarana desa serta pembangunan di bidang pendidikan dan 

kesehatan. 

4. Membina masyarakat, yang mencakup pelaksanaan hak dan 

kewajiban warga, mendorong partisipasi masyarakat, pembinaan 

sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

5. Memberdayakan masyarakat, antara lain melalui sosialisasi dan 

motivasi di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pengembangan keluarga, pemuda, olahraga, dan organisasi 

kemasyarakatan seperti karang taruna. 
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6. Menjalin serta menjaga hubungan kemitraan dengan berbagai 

lembaga masyarakat dan institusi lainnya. 

b. Sekretaris Desa Bertugas: 

1. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan. 

2. Menangani urusan ketatausahaan, meliputi pengelolaan naskah, 

administrasi surat-menyurat, arsip, dan kegiatan ekspedisi. 

3. Menjalankan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat 

desa, penyediaan sarana dan prasarana kantor desa, persiapan rapat, 

pengelolaan aset dan inventaris, pengaturan perjalanan dinas, serta 

pelayanan umum bagi masyarakat. 

4. Mengelola urusan keuangan, termasuk administrasi keuangan, 

pengelolaan sumber pendapatan dan pengeluaran desa, verifikasi 

administrasi keuangan, serta administrasi penghasilan Kepala Desa, 

perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 

5. Menangani urusan perencanaan, seperti penyusunan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengumpulan 

data pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta 

penyusunan laporan kegiatan desa. 

c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan 

urusan ketatausahaan, meliputi pengelolaan naskah, administrasi surat-

menyurat, arsip, dan ekspedisi. Selain itu, bertanggung jawab atas 

penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana dan prasarana 
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kantor, persiapan rapat, pengelolaan aset dan inventaris, pengaturan 

perjalanan dinas, serta pelayanan umum. 

d. Kepala urusan keuangan bertugas menangani urusan keuangan, termasuk 

administrasi keuangan, pengelolaan sumber pendapatan dan pengeluaran 

desa, verifikasi administrasi keuangan, serta pengelolaan administrasi 

penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga 

pemerintahan desa lainnya. 

e. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan 

perencanaan pembangunan desa, termasuk penyusunan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengumpulan dan 

inventarisasi data pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta 

penyusunan laporan kegiatan desa. 

f. Kepala seksi pemerintahan bertugas mengelola manajemen tata kelola 

pemerintahan desa, menyusun rancangan peraturan desa, membina 

urusan pertanahan, menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, 

melaksanakan perlindungan masyarakat, mengatur administrasi 

kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan 

pengelolaan Profil Desa. 

g. Kepala seksi kesejahteraan memiliki fungsi melaksanakan pembangunan 

sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan di bidang pendidikan dan 

kesehatan, serta melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat 

dalam bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 
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pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan organisasi 

kemasyarakatan seperti karang taruna 

h. Kepala seksi pelayanan bertugas memberikan penyuluhan dan motivasi 

terkait pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, mendorong 

partisipasi masyarakat, melestarikan nilai sosial budaya, serta membina 

kehidupan keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, pemerintahan desa didefinisikan sebagai 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan kepentingan 

masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa 

atau sebutan lain sesuai ketentuan setempat yang dibantu oleh perangkat 

desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa desa dipimpin oleh Kepala Desa yang 

dibantu oleh perangkat desa, di mana keduanya dipilih secara langsung oleh 

masyarakat melalui pemilihan umum. Tugas mereka adalah mengatur, mengelola, 

dan menyelenggarakan pemerintahan desa demi terlaksananya program 

pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Masyarakat memiliki peran dalam 

memilih individu yang dianggap mampu mengelola hak dan kewajiban warga, 

sekaligus memanfaatkan potensi yang ada di desa untuk mendukung 

terselenggaranya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 

secara optimal. 
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8. Konsep Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa 

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong 

terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya inisiatif dan swadaya 

masyarakat di wilayah pedesaan. Hal ini diwujudkan melalui penyampaian pesan-

pesan pembangunan, pemberian arahan kepada masyarakat agar terlibat aktif 

dalam proses pembangunan, serta penyaluran aspirasi masyarakat.  

Indikator peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur di desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah Perencanaan 

pembangunan desa, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pengawasan pembangunan. 

1. Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Pasal 6 dan Pasal 8 

Permendagri 114/2014, perencanaan pembangunan desa adalah proses 

untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa secara partisipatif. 

Pemerintah desa bertanggung jawab menyusun Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKP Desa) melalui Musyawarah Desa, yang melibatkan seluruh 

unsur masyarakat. Tujuan utamanya adalah merumuskan program prioritas 

yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, termasuk infrastruktur desa. 

2. Pelaksanaan Pembangunan, Dalam Pasal 33 sampai Pasal 35, dijelaskan 

bahwa pelaksanaan pembangunan desa merupakan tahap realisasi dari 

rencana yang telah disusun. Pemerintah desa melaksanakan kegiatan 

pembangunan berdasarkan RKP Desa dan APBDes. Dalam 

pelaksanaannya, prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan 
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keberlanjutan harus dijunjung tinggi. Masyarakat diikutsertakan, 

khususnya dalam program Padat Karya, guna memperkuat kemandirian 

dan pemberdayaan masyarakat. 

3. Pengawasan Pembangunan, Menurut Pasal 39, pengawasan pembangunan 

desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, masyarakat, dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa wajib memantau dan 

mengevaluasi setiap tahapan pembangunan agar sesuai dengan rencana 

dan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan bertujuan mencegah 

penyimpangan dan menjamin mutu pembangunan infrastruktur, serta 

memastikan penggunaan dana desa dilakukan secara tepat sasaran dan 

bertanggung jawab. 

Dalam melaksanakan perannya dalam pembangunan desa, pemerintah desa tidak 

dapat dilepaskan dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan. Kewenangan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa 

dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pembangunan desa. Oleh 

karena itu, untuk memahami secara komprehensif peran pemerintah desa dalam 

pembangunan, perlu terlebih dahulu dikaji regulasi yang mengatur kewenangan 

desa, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa. 

Adapun Regulasi Kewenangan Desa dalam Pembangunan 

1. Pengaturan Kewenangan Desa Ketentuan mengenai kewenangan desa 

diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 

Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Dalam peraturan tersebut 

dijelaskan bahwa kewenangan desa mencakup kewenangan yang 
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bersumber dari hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta 

kewenangan yang diberikan melalui penugasan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Kewenangan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Permendagri Nomor 44 Tahun 

2016, pengaturan kewenangan desa bertujuan untuk mewujudkan 

keseimbangan dan kejelasan pelaksanaan kewenangan desa, termasuk 

dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembangunan desa merupakan bagian integral dari kewenangan yang 

dimiliki desa. 

3. Ruang Lingkup Kewenangan Desa yang Berkaitan dengan Pembangunan 

Selanjutnya, dalam Pasal 6 diatur bahwa kewenangan desa terdiri atas 

beberapa jenis, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan 

lokal berskala desa, serta kewenangan yang diperoleh melalui penugasan 

dari pemerintah dan pemerintah daerah. Terkait dengan pembangunan, 

Pasal 9 ayat (1) huruf b secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan 

yang ditugaskan kepada desa mencakup pelaksanaan pembangunan desa. 

4. Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam Bidang Pembangunan 

Kewenangan desa dalam pembangunan juga tercermin dalam ketentuan 

Pasal 8 ayat (1) yang mengatur kewenangan lokal berskala desa. 

Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan jaringan irigasi desa, 

pengelolaan lingkungan permukiman, penyediaan air minum berskala 
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desa, serta pembangunan jalan desa yang menghubungkan permukiman 

dan wilayah pertanian. Kewenangan-kewenangan tersebut secara langsung 

berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa. 

5. Kedudukan Desa dalam Proses Pembangunan 

Dengan demikian, berdasarkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, desa 

memiliki dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan pembangunan. 

Kewenangan tersebut dilaksanakan baik melalui kewenangan lokal 

berskala desa maupun melalui kewenangan penugasan dari Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah, sehingga desa memiliki legitimasi hukum dalam 

menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi 

yang dimiliki. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dibawah ini menjadi salah satu referensi penulis untuk 

melaksanakan penelitian yang mana melalui hal ini penulis dapat memperbanyak 

teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut ini 

beberapa daftar penelitian terdahulu: 

Tabel 2. 1: Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian Indikator 

Romario 

Armandaris 

(2022) 

Peran Kepala 

Dalam 

Pembangunan di 

Desa Pulau 

Padang 

Kecamatan 

Singingi 

Kabupaten 

Kuantan Singingi 

Peran kepala dalam 

pembangunan di Desa 

Pulau Padang Kecamatan 

Singingi Kabupaten 

Kuantan Singingi sudah 

berjalan dengan baik, 

kepala desa sudah 

menjalankan tugas 

Pembangunan desa 

sesuai dengan perannya 

sebagai kepala desa 

sehingga Pembangunan 

di desa pulau padang 

sudah tampak hasilnya 

dan sekarang desa 

menjadi lebih maju dari    

 sebelumnya. 

Indikator ditetapkan 

dalam penelitian ini 

menurut Siagan 

yakni: 

1. Stabilisator 

2. Innovator 

3. Pelopor 

 

Rapi 

Caniago 

(2020) 

Penyelenggaraan 

Pembangunan 

Infrastruktur 

Oleh Pemerintah 

Desa Lubuk 

Bilang 

Kecamatan 

Rambah Samo 

Kabupaten 

Rokan Hulu 

Penyelenggaraan 

Pembangunan 

Infrastruktur Oleh 

Pemerintah Desa Lubuk 

Bilang Kecamatan 

Rambah Samo 

Kabupaten Rokan Hulu, 

dapat dikatakan cukup 

baik. Hal ini dinilai 

melalui dimensi Tahap 

Evaluasi Keberhasilan 

Rencana Pembangunan 

dan Indikator yaitu tepat 

waktu pekerjaan 

Pembangunan. 

Indikator yang 

digunakan dalam 

penelitian ini yaitu:  

1. Tahapan 

penyusunan 

rencana 

pembangunan 

2. Penetapan 

rencana 

Pembangunan 

3. Tahapan 

pelaksanaan 

rencana 

Pembangunan 

4. Tahapan Evaluasi 

keberhasilan 

rencana 

pembangunan 
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Saputra 

Yoyon 

(2020) 

 

Peran Kepala 

Desa Dalam 

Meningkatkan 

Pembangunan 

Desa Di Desa 

Teluk Paman 

Kecamatan 

Kampar Kiri 

Kabupaten 

Kampar 

Hasil Penelitian ini Peran 

Kepala Desa dalam 

Meningkatkan 

Pembangunan Di desa 

Teluk Paman Kecamatan 

Kampar Kiri Kabupaten 

Kampar belum 

sepenuhnya berjalan 

dengan maksimal. 

Indikator ditetapkan 

dalam penelitian ini 

menurut Siagan 

yakni: 

1. Stabilisator 

2. Innovator 

3. Pelopor 

 

(Sumber : Modifikasi Penulis) 

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan, dapat 

disimpulkan bahwa meskipun objek penelitian sama, yaitu pembangunan desa, 

namun terdapat perbedaan pada indikator dan lokasi penelitian. Penelitian ini 

menggunakan tiga indikator utama, yaitu Perencanaan Pembangunan Desa, 

Pelaksanaan Pembangunan Desa, serta Pemantauan dan Pengawasan 

Pembangunan Desa. Sementara itu, lokasi penelitian ini adalah Desa Pulau Palas, 

Kecamatan Tembilahan Hulu, yang berbeda dari lokasi penelitian sebelumnya. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah rangkaian pemikiran yang digunakan sebagai skema 

atau landasan untuk memperkuat fokus yang mendasari penelitian ini. Melalui 

kerangka pikir tersebut, peneliti berusaha menguraikan masalah utama dalam 

penelitian. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah: 

GAMBAR 2. 1 Kerangka Pikir Peran Pemerintah Desa Dalam 

Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan 

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Modofikasi Penulis) 

D. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variable dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi sesuatu hal tertentu 

Peran 

Pemerintah Desa 

Indikator: 

1. Perencanaan Pembangunan Desa 

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa 

3. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa 

Menyelenggarakan Urusan Pembangunan 

Meningkatnya Pembangunan 
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agar lebih terperinci dengan jelas. Untuk lebih jelasnya konsep operasional dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Peran Pemerintah Desa adalah sebagai pelaksana Pembangungan desa 

mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan di Desa Pulau 

Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. 

b. Pembangunan Desa merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah 

desa dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan serta untuk 

kesejahteraan masyarakat desa 

c. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan 

di Desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu Desa dalam jangka 

waktu tertentu. 

d. Pelaksanaan Pembangunan Desa merupakan bentuk wujud terlaksanaanya 

sebuah perencanaan yang terencana secara sistematis dan konseptual. 

e. Pemantauan dan Pengawasan adalah proses mengetahui hasil pelaksanaan 

pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, 

kebijakan yang telah ditentukan agar semua perencanaan dapat terlaksana 

dengan baik dan maksimal.   
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E. Operasional Variabel 

Operasionalisasi variabel adalah upaya untuk memberikan makna atau 

menggambarkan suatu variabel dari sisi pelaksanaan kegiatan, sekaligus merinci 

tindakan atau proses yang diperlukan guna mengukur variabel tersebut. Sementara 

itu, variabel sendiri merupakan suatu konsep yang memiliki berbagai macam nilai 

atau variasi. 

Tabel 2. 2: Operasional Variabel Tentang Peran Pemerintah Desa dalam 

Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Pulau Palas 

Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir 

Konsep Variabel Indikator Sub Indikator 

1 2 3 4 

Peran (role) adalah 

aspek dinamis dari 

suatu kedudukan 

(status). Dengan 

kata lain, ketika 

seseorang 

melaksanakan hak 

dan kewajibannya 

berdasarkan 

kedudukan yang 

dimilikinya, maka 

ia sedang 

menjalankan peran 

tersebut (Soerjono 

Soekanto 

2012:212) 

Peran 

Pemeriintah 

Desa Dalam 

Meningkatkan 

Pembangunan 

Desa 

Perencanaan 

Pembangunan 

Desa 

1. Rencana 

pembangunan Desa 

jangka menengah 

2. Rencana 

pembangunan tahunan 

Desa 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Desa 

1. Pelaksanaan sesuai 

RKP Desa  

2. Mengontrol 

penggunaan dana desa 

dalam pembangunan 

Desa 

Pemantauan dan 

Pengawasan 

Pembangunan 

Desa 

A. Pengawasan langsung 

pembangunan 

B. Pengawasan tidak 

langsung 

(Sumber: Modifikasi Penulis) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Creswell 

(2019:4), penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk 

memahami dan menafsirkan makna yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

tertentu, terutama terkait dengan persoalan sosial atau kemanusiaan. Proses 

penelitian kualitatif melibatkan langkah-langkah penting, antara lain merumuskan 

pertanyaan penelitian, mengikuti prosedur tertentu, mengumpulkan data yang 

relevan, menganalisis data secara induktif, serta menafsirkan makna dari data 

yang diperoleh. Dengan demikian, maksud dari jenis penelitian ini adalah bahwa 

peneliti akan mengungkapkan temuan-temuan penelitian melalui data mendalam 

berupa kata-kata yang di peroleh secara langsung dari sumber atau subjek 

penelitian. 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu 

Kabupaten Indragiri Hilir. Desa Pulau Palas merupakan salah satu desa yang 

berdekatan langsung dengan Tembilahan dan merupakan gerbang Kabupaten 

Indragiri Hilir, oleh sebab itu desa ini dipandang penting untuk dilakukan 

berbagai pembenahan pembangunan. 

Berdasarkan data pada Media Digital Desa Pulau Palas memiliki 6633 

jumlah penduduk diantaranya 3470 laki-laki dan 3163 Perempuan. Luas wilayah 

Desa Pulau Palas sebebsar 52 km2, sebagian besarnya merupakan lahan pertanian 
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dan perkebunan. Kondisi wilayah yang cukup luas serta pertumbuhan jumlah 

penduduk yang terus meningkat menyebabkan sarana dan prasarana pendukung 

kegiatan ekonomi sering mengalami kerusakan, serta mengakibatkan kurangnya 

pelayanan publik dan pelayanan pembangunan. 

C. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah sumber data yang berasal dari 

informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan 

pemahaman terkait objek Penelitian. 

Informan dalam penelitian ini yakni terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 

informan kunci dan informan tambahan. Informan kunci adalah pihak-pihak yang 

memiliki peran strategis dan pengetahuan mendalam terkait objek penelitian. Key 

informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa dan Kaur Perencanaan. 

Sedangkan informan tambahan adalah Sekretaris Desa, Kasi pemerintahan, Ketua 

Bpd, serta Masyarakat yang memiliki pandangan nyata dalam pembangunan desa 

di Desa Pulau Palas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 3. 1: Key Informan dan Informan Penelitian  

No Nama Informan  Jabatan Keterangan 

1. Arifin, S.Ag Kepala Desa Key Informan 

2. Armansyah, S.S.I Kaur Perencanaan Key Informan 

3. Dodi Wahyudi, ST Sekertaris Desa Informan 

4. Abd. Rahman Sidik, ST Kasi Pemerintahan Informan 

5. Hidayat Ketua BPD Informan 

6. Masyarakat Desa Tokoh Masyarakat Informan 

Jumlah  6 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Bila 

dilihat dari sumbernya data terbagi menjadi dua yaitu, data primer dan data 

sekunder. 

1.   Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini di peroleh secara langsung 

melalui wawancara dan observasi kepada perangkat desa serta masyarakat 

Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu. Data yang dikumpulkan 

mencakup upaya pemerintah Desa Pulau Palas dalam perencanaan 

Pembangunan, pelaksanaan Pembangunan desa serta pemantauan dan 

pengawasan Pembangunan desa. 

2.  Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan dari berbagai 

daftar keseluruhan yang ada, dengan cara membaca, mempelajari, 

mencatat dan merangkum teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah 

pokok pembahasan melalui buku-buku, dokumen, skripsi terdahulu, 

internet, dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

terstruktur, observasi dan dokumentasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai 

berikut: 

a. Wawancara  
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Dalam wawancara peneliti dapat melakukan face to face interview 

dengan partisipan atau terlibat wawancara dalam kelompok yang terdiri 

dari enam sampai delapan partisipan perkelompok Creswell (2019:254). 

Tujuan wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informan dan 

bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat informan. Jenis 

wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara tertstruktur, dalam 

teknik ini penulis melakukan kegiatan-kegiatan tanya jawab secara 

langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan 

yang telah disiapkan, dengan alternative jawaban ya dan tidak beserta 

alasan-alasannya. Sedangkan yang menjadi bahan wawancara adalah 

berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam Meningkatkan 

Pembangunan Desa yang dilakukan melalui tahapannya seperti 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 

b. Observasi 

Menurut Creswell (2019:254) Observasi merupakan bentuk 

pengamatan secara langsung yang dilakukan untuk memperoleh data yang 

di inginkan, observasi penelitian kualitatif adalah ketika peneliti langsung 

turun ke lapangan untuk mengamati prilaku dan aktivitas individu-individu 

di Lokasi penelitian. Adapun yang akan di observasi dalam penelitian ini 

yakni tentang kinerja kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, baik 

dari segi angaran, pekerja dan hasil yang dibangun. Observasi dilakukan 

guna memperkuat data hasil wawancara yang dilakukan serta bentuk 

kondisi pembangunan dan masyarakat desa Pulau Palas 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang–barang 

tertulis. Penulis mengumpulkan data – data dengan meneliti data – data 

yang telah didokumentasikan. Adapun yang menjadi bahan dokumentasi 

adalah hasil wawancara kepada para informan serta bentuk gambar hasil 

pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa Pulau Palas. Menurut 

Creswell (2019:255) Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti juga dapat 

mengumpulkan berbagai dokumen kualitatif. Dokumen ini dapat berupa 

dokumen publik, seperti koran, laporan resmi, atau arsip kantor, maupun 

dokumen pribadi, seperti buku harian, surat, dan email. 

F. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian 

adalah responden. Oleh karena itu penelitian sebagai instrument juga harus di 

validasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap terhadap melakukan penelitian 

yang selanjutnya terjun kelapangan, sehingga peneliti merupakan kunci 

instrument. 

Menurut Creswell (2019:248) peneliti sebagai instrument kunci yaitu para 

peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi 

pelaku atau wawancara dengan partisipan. Meskipun peneliti dapat memanfaatkan 

protokol atau instrument tertentu dalam peroses pengumpulan data, pada 

hakikatnya peneliti itu sendirilah yang berperan sebagai instrument utama dalam 

memperoleh dan menginterpretasikan informasi secara langsung dari lapangan. 
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G. Validasi Data 

Untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memiliki tingkat 

kebutuhan atau tidak, maka diadakan pengecekan data yang di sebut dengan 

validasi data. Validasi data akan membuktikan apakah data yang di peroleh sesuai 

dengan apa yang ada di lapangan atau tidak. Menurut Creswell (2019:269) 

validasi merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif dan didasarkan pada 

penentuan apakah apakah temuan yang didapat akurat dari sudut pandang peneliti, 

partisipan dan pembaca. Untuk lebih menjamin validasi data yang diperoleh 

dalam penelitian, maka digunakan teknik trianggulasi data. Yaitu suatu tehnik 

pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan pembandingan terhadap data 

yang diperoleh dari seseorang informan, akan dibandingkan dan dicocokkan 

dengan pendapat informan lain untuk menjamin objektivitas dan validitas data.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik trianggulasi sumber 

(data). Tehnik ini mengarahkan peneliti agar di dalam menggumpulkan data, ia 

wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda–beda yang tersedia. 

Artinya data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali 

dari beberapa sumber data yang berbeda. 

H. Teknik Analisis Data 

Menurut Creswell (2019:260), analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan secara bersamaan dengan tahapan pengumpulan data dan penulisan 

temuan penelitian. Proses ini mencakup pengelompokan dan pemilahan data, 

menyimpulkan informasi, mengidentifikasi pola, serta menentukan hal-hal 
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penting yang dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Tahapan analisis data 

dalam penelitian kualitatif meliputi: 

1.  Reduksi Data (Reduction Data) 

Reduksi data adalah proses memilih, memisahkan, 

menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah 

yang diperoleh dari catatan lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan reduksi data dengan menyusun hasil pengamatan dari lokasi 

penelitian ke dalam laporan yang lengkap dan terperinci. Selanjutnya, 

laporan lapangan diringkas, difokuskan pada informasi pokok, dan dipilih 

hal-hal penting yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. 

2.  Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti melihat 

gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data 

dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis sehingga 

memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. 

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif, foto, 

atau ilustrasi lainnya. 

3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing) 

Pada tahap ini, peneliti berupaya menganalisis data untuk 

menemukan pola, tema, hubungan, kesamaan, frekuensi kemunculan, dan 

hipotesis, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan sementara 

(tentative). Namun, seiring bertambahnya data melalui proses verifikasi 

terus-menerus, kesimpulan akhir bersifat “grounded”, artinya setiap 



61 

 

 
 

kesimpulan selalu didasarkan pada intisari kategori hasil penelitian yang 

diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

I. Jadwal dan Waktu Penelitian  

 Jadwal waktu kegiatan penelitian ini akan di paparkan dalam bentuk 

tabel, yang dimulai pada bulan Mei sampai September 2024. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 3. 2:  Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peran Pemerintahan Desa 

Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pulau Palas 

Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. 

 

No Jenis Kegiatan 

Bulan Dan Minggu 

Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan dan 

Penyusunan UP 

X X X X X X X X X X           

2 Seminar UP           X X         

3 Revisi UP             X        

4 Penelitian 

Lapangan 

             X X X     

5 Pengelolaan dan 

analisa data 

           X X X X X     

6 Bimbingan Skripsi                 X X   

7 Ujian Skripsi                   X  

8 Revisi Skripsi                   X X 

9 Pengesahan dan 

Penyerahan Skripsi 

                   X 

Sumber : Modifikasi Penulis 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten 

Indragiri Hilir 

Desa Pulau Palas didirikan pada tahun 1935. Letaknya cukup strategis dan 

pernah menjadi wilayah jajahan Jepang dan Belanda. Salah satu peninggalan masa 

penjajahan tersebut adalah kantin sejarah, yang saat ini kondisinya 

mengkhawatirkan karena hanya berjarak sekitar 2meter dari tepian Sungai 

Indragiri. Menurut keterangan para tokoh agama dan masyarakat, sejak tahun 

1974 hingga 2013 kawasan tersebut mengalami abrasi atau longsor. Kantin 

sejarah yang ada di Desa Pulau Palas dibangun oleh Belanda pada tahun 1936. 

Nama “Pulau Palas” berasal dari sebuah pulau yang terletak di tengah Sungai 

Indragiri, di kawasan desa ini, yang dulunya dipenuhi oleh tanaman palas dan kini 

dimanfaatkan oleh petani sebagai lahan pertanian.  

Desa Pulau Palas sangat berdekatan dengan Tembilahan, merupakan pintu 

gerbang Kabupaten Indragiri Hilir yang dipandang sangat penting untuk 

dilakukan berbagai macam pembenahan Infrastruktur. Pada tahun 1980, desa ini 

menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri atas keberhasilannya dalam 

menyelenggarakan pembangunan dan menjaga ketertiban. Kemudian, pada tahun 

1982, Desa Pulau Palas dikenal sebagai desa lumbung padi. Sampai saat ini, 

sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun kelapa, 

nelayan, dan buruh harian. 
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B. Geografis Desa Pulau Palas 

Desa pulau palas memiliki luas wilayah 52 km2, diantaranya 1.467 rumah, 

Jalan 32,78 km, kebun 8.100 ha, sawah 450 ha, dan ladang 70 ha. Selain itu, Desa 

Pulau Palas memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka 

meningkatkan pembangunan, di antaranya: 

1. Wilayah yang strategis untuk lahan pertanian, perkebunan maupun 

perikanan 

2. Merupakan tempat yang strategis untuk parawisata 

3. Lokasi lintas yang strategis karena merupakan pintu gerbang untuk 

memasuki Ibu kabupaten Indragiri Hilir yaitu Tembilahan 

4. Sumber Daya Manusia yaang cukup mampu untuk mengelola kegitan 

Desa Puau 

5. Memiliki kebudayaan yang khas dan unik 

Desa Pulau Palas termasuk wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu dan 

terletak dipinggiran Sungai Indragiri. Adapun batas wilayah desa Pulau Palas 

sebagai berikut: 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tembilahan barat  

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tempuling  

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Intan Sungai Indragiri  

• Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pekan Kamis, Sialang Panjang 
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Gambar 4. 1 Peta Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber olahan penulis) 

 

Secara administratif pemerintahan Desa Pulau Palas terdiri dari 5 Dusun, yaitu: 

1. Dusun Sungai Buluh : 2 RW, 5 RT 

2. Dusun Pasar  : 2 RW, 5 RT 

3. Dusun Merdeka : 2 RW, 6 RT 

4. Dusun Sungai Jarum : 2 RW, 5 RT 

5. Dusun Penyemahan : 2 RW, 6 RT 

C. Keadaan Penduduk 

1. Jumlah penduduk 
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Jumlah penduduk Desa Pulau Palas 3.470 laki-laki dan 3163 perempuan 

dengan total jumlah penduduk 6.633 Jiwa. 

2. Pekerjaan 

a. Petani 2.419 orang 

b. Pegawai 627 Orang 

c. Nelayan 662 Orang 

d. Pengrajin 405 Orang 

e. Buruh & Wiraswasta 1.924 Orang  

f. Dll 260 Orang 

3. Pendidikan 

A. Pendidikan Tinggi 362 Orang 

B. Pendidikan Menengah 1.349 Orang 

C. Pendidikan Rendah 4.657 Orang  

D. Tidak Sekolah 129 Orang 

4. Agama 

a. Islam 6.497 Orang 

b. Kristen tidak ada 

c. Hindu tidak ada 

d. Buddha tidak ada 

D. KELEMBAGAAN DESA DI OTONOMI DAERAH  

Desa Pulau Palas mulai disahkan sebelum kemerdekaan RI, Yaitu berdiri 

pada tahun 1935 hingga saat ini, dengan susunan kepala desa dan pejabat 

sementara pemerintahan sebagai berikut: 
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Tabel 4. 1 Susunan Kepala Desa dan Pejabat Sementara Pemerintah desa 

Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu 

No Nama Kepala Desa Pulau Palas Tahun Jabatan 

1 H. Daud 1935 s/d 1940 

2 H. Amin 1940 s/d 1942  

3 Armain 1942 s/d 1945  

4 Busra 1945 s/d 1950 

5 Ali Amin 1950 s/d 1960 

6 Zailani 1960 s/d 1970 

7 Abdurrahman Ali 1970 s/d 1980 

8 Juhanes 1980 s/d 1985(Pjs) 

9.   Marjuni 1985 s/d 1987(Pjs) 

10 Ramli Bhawan 1987 s/d 1988(Pjs) 

11 M. Diah 1988 s/d 1995 

12 Hamsar 1995 s/d 1996(Pjs) 

13 Wien Husein 1996 S/d 1998 

14 Sulaiman Hasan 1998 s/d 1999(Pjs) 

15 Muhammad Amin 2000 s/d 2008 

16 Samprudin 2008 s/d 2014 

17 Kursani 2015 (Pjs) 

18 Arifin S.Ag 2016 s/d Sekarang 

(Sumber: Kantor Desa Pulau Palas) 

E. Susunan Organisasi Tata Kelola Desa Pulau Palas 

Susunan Organisasi Kerja Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2015), dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  

Perangkat  Desa  (Lembaran  Daerah Kabupaten  Indragiri  Hilir  Nomor  4  

Tahun  2014), Peraturan  desa  pulau  palas  kecamatan tembilahan hulu nomor 03 

tahun 2019 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah  desa  maka 

terbentuklah  Bagan  Struktur  Organisasi  Pemerintahan  Desa  Pulau  Palas 

Kecamatan Tembilahan Hulu sebagai berikut:  
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Gambar 4. 2 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pulau Palas 

Kecamatan Tembilahan Hulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber: Profil Kantor Desa Pulau Palas 2025) 

 

 

 

 

KEPALA DESA 

ARIFIN, S.Ag 

 

 

 

 

 

ARIFIN, S.Ag 

 

BPD 

HIDAYAT, S.Pd.I 

 

SEKRETARIS DESA 

DODI WAHYUDI, ST 

 

PERENCANAAN 

ARMANSYAH, S.Si 

 

KEUANGAN 

SRI 

WAHYUNITA, SE 

 

URUSAN TATA 

USAHA DAN UMUM 

FEBRIANTO, SKM 

 

SEKSI PEMERINTAHAN 

ABD. RAHMAN SIDIK, ST 

 

SEKSI PELAYANAN 

MU’ALIMIN, S.Pd 

 

SEKSI KESEJAHTERAAN 

WENDRA LESMANA 

 

DUSUN PASAR  

ENDE 

SAHPUTRA 

 

DUSUN 

MERDEKA 

NURBAYANI 

 

DUSUN SEI. 

BULUH 

JONO SOPIAN 

DUSUN SEI. 

JARUM  

SRI ANINGSIH 

 

DUSUN 

PENYEMAHAN 

ABDUL AZIS 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Identitas Informan 

Dalam setiap kegiatan penelitian, munculnya pertanyaan tentang siapa 

informan yang dilibatkan merupakan hal yang wajar. Oleh sebab itu, penting 

untuk menyampaikan secara rinci identitas dari para informan. Informan dalam 

penelitian ini adalah individu yang memberikan keterangan dan diharapkan 

mampu menjawab berbagai pertanyaan penelitian secara menyeluruh dan jelas. 

Adapun informan dalam studi ini mencakup Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur 

Perencanaan, serta warga masyarakat. Penelitian ini berfokus pada Peran 

Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas 

Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk itu, penulis akan 

memaparkan identitas para informan, yang meliputi jenis kelamin, usia, serta 

tingkat pendidikan mereka. 

Tabel 5. 1 Identitas Informan Penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam 

Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan 

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir 

No Nama  Jabatan Keterangan 

1. Arifin, S.Ag Kepala Desa Key Informan 

2. Dodi Wahyudi, ST Sekretaris Desa Informan 

3. Armansyah, S.Si Kaur Perencanaan Key Informan 

4. Abdul Rahman Sidik, ST Kasi Pemerintahan Informan 

5. Mu’alimin, S.Pd Kasi Pelayanan Informan 

6. Riduan Masyarakat Informan 

7. Hidayat Masyarakat Informan 

(Sumber: Olahan Penulis 2025)  
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informen yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini berjumlah (7) orang yang terdiri dari 2 key informen yaitu 

Kepala Desa dan Kaur Perencanaan, sedangkan 5 informan yaitu , Sekretaris 

Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan 2 Masyarakat. Penulis memilih 

Kaur Perencanaan sebagai key informan karena yang bersangkutan memiliki 

pemahaman yang baik mengenai proses perencanaan pembangunan desa. Selain 

itu, Kaur Perencanaan juga menunjukkan sikap kooperatif dan aktif selama proses 

wawancara, sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang 

dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini. 

1. Usia Informan 

Usia menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan kesesuaian 

informan dengan konteks penelitian yang dilakukan. Informan dengan rentang 

usia yang sesuai akan lebih mudah memahami pertanyaan wawancara serta 

memberikan jawaban yang relevan, sehingga mempermudah proses analisis data. 

Kematangan berpikir yang berkaitan erat dengan usia juga memengaruhi 

kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan serta merespons suatu 

permasalahan secara bijak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, karakteristik usia 

informan dipertimbangkan secara khusus. Adapun rincian kategori usia informan 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 5. 2 Usia Informan Penelitian 

No Nama  Umur 

1. Arifin, S.Ag 49 

2. Dodi Wahyudi, ST 42 

3. Armansyah, S.Si 32 

4. Abdul Rahman Sidik, ST 33 
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5. Mu’alimin, S.Pd 38 

6. M. Riduan 32 

7. Hidayat 48 

(Sumber: Olahan Penulis 2025) 

Dari total 7 informan, kelompok usia 32–35 tahun mencakup 42,86% informan, 

kelompok usia 36–45 tahun sebanyak 28,57%, dan kelompok usia 46 tahun ke 

atas sebesar 28,57%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan berada 

pada usia produktif, yang dinilai relevan dalam memberikan pandangan mengenai 

pembangunan desa. 

2. Jenis Kelamin 

Dalam suatu kegiatan penelitian, perbedaan jenis kelamin informan tidak 

menjadi faktor penentu terhadap validitas hasil yang diperoleh, selama informan 

tersebut bersedia memberikan informasi secara jujur dan sesuai dengan kenyataan. 

Jenis kelamin tidak dapat dijadikan ukuran dalam menilai tingkat pemahaman 

ataupun cara pandang seseorang terhadap isu yang diteliti. Untuk memperjelas hal 

tersebut, rincian terkait jenis kelamin informan dalam penelitian ini disajikan pada 

tabel berikut. 

Tabel 5. 3 Jenis Kelamin Informan Penelitian 

No Nama  Jenis Kelamin 

1. Arifin, S.Ag Laki- Laki 

2. Dodi Wahyudi, ST Laki- Laki 

3. Armansyah, S.Si Laki- Laki 

4. Abdul Rahman Sidik, ST Laki- Laki 

5. Mu’alimin, S.Pd Laki- Laki 

6. M. Riduan Laki- Laki 

7. Hidayat Laki- Laki 

(Sumber: Olahan Penulis 2025) 
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Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel, diketahui bahwa seluruh 

informan yang terlibat dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki, yaitu 

sebanyak 7 orang atau 100% dari total informan. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam konteks penelitian di Desa Pulau Palas, baik perangkat desa maupun 

informan dari kalangan masyarakat yang dijadikan sumber informasi seluruhnya 

merupakan laki-laki. 

3. Tingkat Pendidikan 

Dalam suatu penelitian, informasi yang diberikan oleh informan melalui 

jawaban atas pertanyaan yang diajukan merupakan bagian penting dari data yang 

perlu dianalisis. Setiap informan tentu memiliki cara pandang dan pemahaman 

yang berbeda, sehingga jawaban yang dihasilkan pun tidak akan sepenuhnya 

seragam. Perbedaan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman atau latar 

belakang informan, tetapi juga erat kaitannya dengan tingkat pendidikan yang 

pernah mereka tempuh. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor 

Desa Sungai Junjangan, tingkat pendidikan para informan dalam penelitian yang 

berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di 

Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. 4 Tingkat Pendidikan Informan Penelitian 

No Nama  Pendidikan 

1. Arifin, S.Ag Strata 1 

2. Dodi Wahyudi, ST Strata 1 

3. Armansyah, S.Si Strata 1 

4. Abdul Rahman Sidik, ST Strata 1 

5. Mu’alimin, S.Pd Strata 1 

6. M. Riduan SMA 

7. Hidayat SMP 
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(Sumber: Olahan Penulis 2025) 

Dari total 7 informan, sebanyak 5 orang atau 71,43% memiliki pendidikan 

terakhir Strata 1 (S1), 1 orang atau 14,29% berpendidikan Sekolah Menengah 

Atas (SMA), dan 1 orang atau 14,29% berpendidikan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas informan memiliki latar belakang 

pendidikan tinggi, yang mendukung kualitas informasi yang diberikan dalam 

wawancara terkait pembangunan desa. 

B. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di 

Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri 

Hilir 

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh 

individu sesuai dengan posisinya dalam struktur sosial masyarakat. Menurut bruce 

j. biddle dalam (Edy Suhardono 2025:3) Peran adalah bagaimana individu 

menerima dan melakukan tugas serta perilaku yang diharapkan dari orang-orang 

yang menempati posisi tertentu. Peran pemerintah mencakup seluruh bentuk 

tindakan dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam rangka 

melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Hal ini termasuk dalam 

upaya menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat di wilayahnya, sesuai 

dengan fungsinya sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Selain itu, 

pemerintah juga berperan sebagai regulator, yakni pihak yang memiliki tanggung 

jawab dalam menetapkan kebijakan dan keputusan yang mengatur kehidupan 

masyarakat (Rasyid, 2010:41). 
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Fungsi utama pemerintah adalah mengarahkan masyarakat menuju 

kemandirian dan pembangunan demi tercapainya kemakmuran bersama. 

Tanggung jawab tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat, 

melainkan memerlukan keterlibatan aktif pemerintah secara optimal dan 

menyeluruh. Dalam konteks ini, peran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam 

beberapa bentuk, antara lain: 

a. Pemerintah sebagai fasilitator, Dalam perannya sebagai fasilitator, 

pemerintah bertugas menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan 

pembangunan serta menjembatani berbagai kepentingan di masyarakat 

guna mengoptimalkan pembangunan daerah. Peran ini diwujudkan melalui 

kegiatan pendampingan, seperti pelatihan, pendidikan, dan peningkatan 

keterampilan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam 

aspek permodalan, antara lain melalui pemberian bantuan dana atau akses 

pembiayaan bagi masyarakat. 

b. Pemerintah sebagai regulator, pemerintah bertanggung jawab menyusun 

arah kebijakan pembangunan melalui penerbitan berbagai peraturan dan 

regulasi. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam 

pelaksanaan pembangunan. Regulasi yang dikeluarkan menjadi acuan 

dasar bagi masyarakat sebagai instrumen pengendali dan pengarah 

terhadap berbagai aktivitas pembangunan yang dilakukan. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa yang 

dibantu oleh Perangkat Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk 

mampu mengambil keputusan secara rasional dan objektif di tengah masyarakat. 
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Selain itu, pemerintah desa juga memiliki peran strategis sebagai pelapor serta 

penggerak dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Indikator peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur di desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah Perencanaan 

pembangunan desa, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pengawasan pembangunan. 

1. Perencanaan Pembangunan Desa 

Salah satu fungsi penting pemerintah, selain menyelenggarakan pelayanan 

pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan, adalah pelaksanaan pembangunan. 

Selain pembangunan di tingkat nasional dan daerah, pembangunan desa juga 

dijalankan, bahkan saat ini pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama 

dan bagian penting dari arah pembangunan nasional. 

Perencanaan pembangunan di desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai 

dengan kewenangan yang dimiliki, sambil tetap merujuk pada arah pembangunan 

Kabupaten atau Kota. Perencanaan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku selama enam 

tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan 

pelaksanaan tahunan dari RPJMDes. Kedua dokumen tersebut ditetapkan melalui 

Peraturan Desa dan menjadi satu-satunya dokumen resmi perencanaan 

pembangunan desa. Selain itu, RPJMDes dan RKPDes menjadi acuan utama 

dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai 

peraturan pemerintah. Program pembangunan dari Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah yang berskala lokal desa dapat didelegasikan atau dilaksanakan oleh desa. 



75 

 

 
 

Selanjutnya, perencanaan yang dibuat desa juga berperan sebagai masukan dalam 

perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten atau Kota. 

Tujuan dari pembangunan desa adalah;  

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. 

2. Meningkatkan kualitas hidup warga desa secara keseluruhan. 

3. Mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 

4. Mengembangkan sarana dan prasarana desa untuk menunjang kehidupan 

masyarakat. 

5. Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang ada di desa. 

6. Memanfaatkan sumber daya alam desa secara berkelanjutan untuk 

kepentingan jangka panjang. 

Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Pasal 6 dan Pasal 8 

Permendagri 114/2014, perencanaan pembangunan desa adalah proses untuk 

menentukan arah kebijakan pembangunan desa secara partisipatif. Pemerintah 

desa bertanggung jawab menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) melalui 

Musyawarah Desa, yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Tujuan utamanya 

adalah merumuskan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, 

termasuk infrastruktur desa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kepala Desa 

Pulau Palas, tentang Perencanaan Pembangunan Desa, sebagai berikut: 

“Kami di desa melaksanakan Musyawarah pada pertengahan 

tahun sebagai penyusunan RKP Desa sesuai dengan aturannya yang akan 

menjadi penetapan di APBDes. Tujuan musyawarah ini, supaya 

pembangunan desa bisa lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan 
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masyarakat. Dalam musyawarah ini, kita bersama-sama menentukan apa 

saja yang menjadi prioritas pembangunan untuk tahun depan. 

Harapannya, dengan proses yang terbuka dan partisipasi ini, kualitas 

pembangunan bisa meningkat, ketimpangan bisa dikurangi, kelembagaan 

desa makin kuat, dan desa kita bisa tumbuh lebih mandiri dan 

berkelanjutan,” (Arifin, Kepala Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025) 

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas 

mengatakan sebagai berikut: 

“Setiap tahun pemerintah desa menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merujuk pada RPJM Desa yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dalam proses penyusunan tersebut, usulan-usulan 

dari masyarakat mulai dipertimbangkan, terutama yang berasal dari hasil 

Musyawarah tahun sebelumnya dan informasi yang dikumpulkan dari 

kepala dusun dan RT. Musyawarah ini sangat penting karena semua unsur 

masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, BPD, 

hingga wakil dusun ikut hadir dan memberikan tanggapan terhadap 

rancangan yang kami bawa. Hasil dari Musyawarah inilah yang menjadi 

dasar penetapan RKP Desa secara resmi lalu dimasukan di APBDes” 

(Armansyah, Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025) 

Kemudian Bapak Dodi Wahyudi selaku Sekretaris Desa Pulau Palas mengatakan 

sebagai berikut: 

“Dalam kegiatan musyawarah kami telah memberikan arahan dan 

petunjuk teknis kepada masyarakat mengenai cara mengajukan usulan 

Pembangunan pada kami, agar bisa menjadi penetapan dasar pada 

APBDes. Dengan adanya arahan ini, diharapkan masyarakat lebih 

memahami prosedur dan mekanisme yang berlaku, lalu terdorong untuk 

berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan desa ke depan,” (Dodi 

Wahyudi, Sekretaris Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025) 

Kemudian bapak Abdul Rahman selaku Kasi Pemerintahan Desa Pulau Palas 

mengatakan sebagai berikut: 

“Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Penyusunan 

RKP Desa masih tergolong rendah. Jumlah warga yang hadir masih 

sedikit, sehingga pihak desa sedikit mengalami kesulitan dalam 

menghimpun aspirasi masyarakat secara menyeluruh, namun kami juga 

siap untuk menerima masukan dari Masyarakat diluar di kegiatan 

musyawarah” (Abdul Rahman, Kasi Pemerintahan Desa Pulau Palas, 

Kamis 19 Juni 2025) 
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Kemudian Bapak Riduan selaku masyrakat Desa Pulau Palas sebagai berikut: 

“Sebenarnya saya tahu ada musyawarah itu, tapi saya tidak hadir 

karena waktunya kurang cocok, saat itu saya lagi kerja di kebun. Lagi 

pula, saya juga tidak tahu apa yang harus disampaikan di sana,” (Riduan, 

Masyarakat Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025) 

Kemudian Bapak Hidayat selaku masyrakat Desa Pulau Palas sebagai berikut: 

“Musyawarah disana saya tidak bisa hadir, karena saya kerja di 

kebun, harusnya anak-anak muda yang hadir karena anak-anak itulah 

yang melanjutkan perkembangan untuk desa ini” (Hidayat, Masyarakat 

Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025) 

Menanggapi rendahnya partisipasi masyrakat, bapak Armansyah selaku Kaur 

Perencanaan Desa Pulau Palas mengatakan sebagai berikut: 

“Kami sadar tidak semua warga bisa hadir dalam Musyawarah 

ini, Selain dalam kegiatan musyawarah kami juga akan meningkatkan 

komunikasi kami dengan Masyarakat, agar kami bisa menyaring aspirasi 

yang tidak kami dapatkan di musyawarah ini. Kami juga berusaha paham 

apa yang di pikirkan masyarakat.” (Armansyah, Kaur Perencanaan Desa 

Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025) 

Kemudian bapak Arifin selaku Kepala Desa Pulau Palas Kembali menegaskan 

sebagai berikut: 

“Kami selalu menekankan kepada seluruh masyarakat agar hadir 

dalam kegiatan Musyawarah penyusunan RKP. Kehadiran masyarakat 

sangat penting karena kegiatan ini menjadi kesempatan untuk 

menyampaikan langsung kebutuhan dan usulan pembangunan di 

lingkungan masing-masing. Kalau masyarakat tidak hadir, maka kami 

kesulitan untuk mengetahui secara detail apa yang sebenarnya dibutuhkan 

di lapangan. Kami ingin pembangunan desa ini benar-benar berdasarkan 

aspirasi Masyarakat.” (Arifin, Kepala Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 

2025) 

 

 

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas 

mengatakan sebagai berikut: 

“Mungkin kami akan meluangkan waktu bersama BPD untuk 

berkunjung ke dusun-dusun untuk melihat-lihat dan kami juga akan 

mendengarkan aspirasi dari Masyarakat tidak hanya mengenai 
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pembangunan tapi keluhan apa saja dari Masyarakat pada masing-

masing dusun, mungkin tidak semua dari kami ikut berkunjung namun, 

namun beberapa dari kami menjadi perwakilan dari kantor desa.” 

(Armansyah, Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas, Kamis 19 Junii 2025) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, serta masyarakat Desa Pulau Palas, dapat 

diketahui bahwa pemerintah desa telah melakukan sejumlah langkah untuk melibatkan 

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Pemerintah desa menyampaikan 

arahan, menyediakan ruang komunikasi baik secara formal maupun nonformal, serta 

mendorong kehadiran masyarakat dalam musyawarah penyusunan RKP Desa. 

Pelaksanaan musyawarah yang dilakukan secara terstruktur, disertai dengan penjelasan 

teknis kepada masyarakat, pemanfaatan komunikasi di luar forum resmi, serta adanya 

rencana kunjungan perangkat desa bersama BPD ke dusun-dusun menunjukkan adanya 

perbaikan dalam pelayanan pembangunan. Upaya tersebut berkontribusi terhadap 

meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan pembangunan, 

sehingga proses perencanaan pembangunan desa dapat berjalan secara lebih partisipatif 

dan terarah. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, pelaksanaan 

Musyawarah penyusunan RKP Desa di Desa Pulau Palas sejauh ini berjalan 

dengan cukup lancar setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari peran Kepala 

Desa yang tegas dalam memimpin jalannya pemerintahan dan mengatur proses 

musyawarah. Namun di balik ketegasan tersebut, masih terdapat kendala 

tersendiri, di mana sebagian masyarakat merasa sungkan atau kurang berani untuk 

secara terbuka menyampaikan aspirasi mereka. 
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2. Pelaksanaan Pembangunan Desa 

Tahap berikutnya setelah perencanaan pembangunan desa adalah 

pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 81 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa 

pelaksanaan pembangunan desa dilakukan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan sebagai berikut: 

1) Pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKPDes) dan dilakukan oleh pemerintah desa 

dengan melibatkan seluruh warga desa, mengedepankan semangat 

gotong royong. 

2) Pelaksanaan pembangunan desa memanfaatkan kearifan lokal serta 

seluruh potensi sumber daya alam yang tersedia di desa. 

3) Pembangunan berskala lokal di desa dijalankan secara mandiri oleh 

desa itu sendiri. 

4) Program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada 

pemerintah desa agar dapat diintegrasikan dengan kegiatan 

pembangunan desa secara menyeluruh. 

Pelaksanaan pembangunan desa tidak dilakukan secara sembarangan, 

melainkan harus mengikuti rencana yang telah disusun secara sistematis dan 

tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa 

merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa 

untuk menetapkan arah, prioritas, dan kebijakan pembangunan dalam satu tahun 

anggaran. 
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Penyusunan RKP Desa ini menjadi bagian penting dari siklus tahunan 

pembangunan di desa. Dokumen ini disusun setiap tahun dan menyesuaikan 

dengan kebutuhan aktual masyarakat, potensi lokal, serta ketersediaan sumber 

daya dan anggaran desa. Dengan adanya RKP Desa, pemerintah desa memiliki 

acuan yang jelas dalam menjalankan program pembangunan, baik yang bersifat 

fisik seperti infrastruktur, maupun nonfisik seperti pelatihan atau pemberdayaan 

masyarakat. RKP Desa juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan demikian, seluruh kegiatan 

yang dibiayai oleh dana desa dan sumber anggaran lainnya harus sejalan dengan 

rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut. Hal ini bertujuan agar 

pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai 

dengan kebutuhan warga desa. 

a. Peran pemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan 

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa berperan sebagai 

pihak yang mengoordinasikan dan mengendalikan jalannya pembangunan di 

wilayah desa. Peran tersebut mencakup pengaturan kegiatan pembangunan agar 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, penggunaan anggaran 

secara tepat, serta upaya memastikan pembangunan dapat memberi manfaat bagi 

masyarakat desa. Pemerintah desa juga bertanggung jawab menjaga agar 

pelaksanaan pembangunan dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kepala Desa 

Pulau Palas, tentang Peran pemerintah desa dalam Pelaksanaan Pembangunan 

Desa, sebagai berikut: 

“Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa 

berperan langsung dalam menjalankan dan bertanggung jawab atas 

kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Pemerintah desa 

melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana kerja, kemampuan 

anggaran, serta kebutuhan masyarakat desa” (Arifin, Kepala Desa Pulau 
Palas, Kamis 19 Juni 2025) 

 

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas 

mengatakan sebagai berikut: 

“Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa menjalankan 

kegiatan yang telah disepakati bersama. Pemerintah desa mengatur 

pelaksanaan di lapangan, mulai dari persiapan hingga pekerjaan selesai dan 

dapat digunakan oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga 

melakukan pengawasan agar pembangunan berjalan sesuai dengan rencana 

dan anggaran yang tersedia” (Armansyah, Kaur Perencanaan Desa Pulau 

Palas, Kamis 19 Juni 2025) 

Kemudian bapak Arifin selaku Kepala Desa Pulau Palas mengatakan 

sebagai berikut: 

“Semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah desa selalu berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKPDes). Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan pembangunan 

memiliki dasar yang jelas dan dapat dilaksanakan sesuai dengan program 

serta anggaran yang telah ditetapkan.” (Arifin, Kepala Desa Pulau Palas, 

Kamis 19 Juni 2025) 

 

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas 

mengatakan sebagai berikut: 

“Pemerintah desa berupaya melaksanakan pembangunan dengan 

sebaik mungkin agar hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Setiap 

kegiatan pembangunan juga kami perhatikan dan dievaluasi supaya 

pelaksanaannya ke depan dapat berjalan lebih baik.” (Armansyah, Kaur 

Perencanaan Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025) 
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Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa 

Pulau Palas telah menjalankan perannya dalam pelaksanaan pembangunan dengan 

cukup baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan yang 

berpedoman pada RKPDes serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa. 

Bapak Arifin selaku Kepala Desa Pulau Palas menyampaikan bahwa keterbatasan 

anggaran dan luas wilayah desa menyebabkan pembangunan tidak dapat 

dilaksanakan secara menyeluruh dalam satu tahun anggaran, sehingga 

pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Meskipun demikian, pemerintah desa 

tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan melakukan evaluasi agar 

pembangunan ke depan dapat berjalan lebih baik dan lebih merata. 

b. Penetapan Pembangunan desa 

Upaya pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan 

melalui perencanaan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKPDes) dan disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes). Pemerintah desa menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan 

kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran, sehingga tidak seluruh 

pembangunan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam satu tahun anggaran. 

Selain itu, pemerintah desa berupaya melaksanakan pembangunan secara 

bertahap dan merata di setiap wilayah desa. Aspirasi dan keluhan masyarakat 

menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan jenis pembangunan yang akan 

diprioritaskan. Pemerintah desa juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan 
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pembangunan agar pelaksanaan di tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik dan 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kepala Desa 

Pulau Palas, tentang Upaya pemerintah desa dalam Pelaksanaan Pembangunan 

Desa, sebagai berikut: 

“Semua kegiatan pembangunan yang kami laksanakan selalu 

berpedoman pada RKPDes. Karena itu dasar hukumnya jelas, dan 

anggaran pun disesuaikan dengan program yang sudah direncanakan. 

Misalnya, tahun ini kami fokus pada rabat beton. Jadi, kegiatan-kegiatan 

itu memang sudah masuk dalam rencana dari awal tahun. Dan, kami juga 

memperhatikan ketersediaan anggaran. Kalau dananya cukup, bisa 

sekaligus, kalau tidak, kami usahakan secara bertahap.” (Arifin, Kepala 

Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025) 

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas 

mengatakan sebagai berikut: 

“Biasanya kami memulai dari apa yang sering dikeluhkan 

masyarakat. Misalnya, tahun lalu ada beberapa lorong yang jalannya 

rusak cukup parah, nah, itu langsung kami jadikan prioritas. Kami juga 

melihat seberapa penting pembangunan itu. Apakah bisa dirasakan 

banyak warga? Apakah berpengaruh langsung terhadap akses atau 

kegiatan ekonomi masyarakat? Nah, hal-hal seperti itu jadi pertimbangan 

utama kami dalam menyusun rencana Pembangunan.” (Armansyah, Kaur 

Perencanaan Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025) 

Kemudian Bapak Riduan selaku masyrakat Desa Pulau Palas sebagai berikut: 

“Saya inginnya pembangunan itu bisa lebih merata. Soalnya 

masih banyak jalan yang di lorong-lorong. Kadang kami merasa kayak 

kurang diperhatikan. Wilayah lain udah dibangun, tapi wilayah kami 

belum.” (Riduan, Masyarakat Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025) 

Kemudian Bapak Hidayat selaku masyrakat Desa Pulau Palas mengatakan sebagai 

berikut: 

“Jalan menuju kebun, becek, licin, dan kadang motor tidak bisa 

lewat. Padahal itu jalan penting buat kami yang kerja di kebun. Harapan 
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saya ke depannya jalan-jalan seperti itu bisa dibaguskan duluan. Karena 

mempersulit warga untuk kerja,” (Hidayat, Masyarakat Desa Pulau 

Palas, Kamis 19 Juni 2025) 

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Pulau Palas mengatakan 

sebagai berikut: 

“Kami juga paham kalau belum semua wilayah tersentuh. 

Memang masih ada jalan lorong seperti di dusun sei buluh dan area jalan 

perkebunan yang kondisinya belum baik, Namun jalan akses 

pertanian/perkebunan itu akan di usulkan untuk di semenisasi. Jadi 

sementara ini kami lakukan pembentukan jalan dan akan disemenisasi 

kedepannya, tergantung pada ketersediaan dana. Tapi yang jelas, kami 

tidak pilih kasih. Semua dusun pasti akan dapat giliran.” (Armansyah, 

Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025) 

Kemudian bapak Arifin selaku Kepala Desa Pulau Palas mengatakan sebagai 

berikut: 

“Desa Pulau Palas cukup luas, dan tidak mungkin semua bisa 

kami bangun dalam satu tahun anggaran. Dana desa yang kami terima 

tidak bisa langsung menutupi semua kebutuhan dalam satu tahun. Jadi 

kami pilih yang paling penting dulu seperti rabat beton dan kami juga 

memprioritaskan untuk usulan jalan manual akses ke perkebunan yang 

akan di semen, kalau pembangunan tidak optimal tahun ini, inysalah kita 

optimalkan tahun depan;" (Arifin, Kepala Desa Pulau Palas, Kamis 19 

Juni 2025) 

 

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Pulau Palas mengatakan: 

“Jalan akses pertanian/perkebunan itu akan kami musyawarahkan 

pada penyusunan Rkp di pertengahan tahun ini karena itu jalan sudah 

segera di bentuk dan saya juga berharap jalan ini akan di semenisasi 

secepatnya.” (Armansyah, Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas, Kamis 

19 Juni 2025) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kaur Perencanaan, 

Kaur Keuangan, dan beberapa tokoh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pembangunan di Desa Pulau Palas secara umum telah mengikuti 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang disusun setiap tahun. Pemerintah 
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desa berusaha menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan dan 

keluhan masyarakat, terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan 

sosial dan ekonomi warga, seperti rabat beton jalan di lorong dan akses jalan ke 

pertanian/perkebunan.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, pelaksanaan 

pembangunan di Desa Pulau Palas sejauh ini sudah mengikuti rencana kerja yang 

disusun setiap tahun. Pemerintah desa terlihat berusaha menetapkan prioritas, 

terutama untuk pembangunan jalan umum dan jalan akses menuju perkebunan. 

Meski begitu, masih ada beberapa wilayah yang belum tersentuh pembangunan 

secara merata, khususnya jalan di lorong-lorong dan masih ada jalan tanah menuju 

kebun. Saat musim hujan, kondisi ini kerap menyulitkan warga, karena jalan 

menjadi licin. Kendala utamanya adalah keterbatasan dana, sehingga 

pembangunan belum bisa dilakukan secara menyeluruh dan harus dijalankan 

secara bertahap sesuai anggaran yang ada pada APBDes. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pemerintah Desa Pulau Palas telah 

berupaya menjalankan perannya dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan 

perencanaan dan kemampuan anggaran desa. Meskipun pembangunan belum 

sepenuhnya merata akibat keterbatasan anggaran dan luas wilayah desa, adanya 

evaluasi serta pelaksanaan pembangunan secara bertahap menunjukkan komitmen 

pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan ke depan. 

3. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa 

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, kegiatan pemantauan dan 

pengawasan menjadi bagian yang penting. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 
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82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai Pemantauan 

dan Pengawasan Pembangunan Desa, yang menyatakan: 

1) Masyarakat desa memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai 

rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. 

2) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap jalannya 

pembangunan desa. 

3) Hasil pemantauan serta keluhan terkait pelaksanaan pembangunan 

desa dapat dilaporkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

4) Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi mengenai 

perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

kepada masyarakat melalui layanan informasi publik, serta 

melaporkannya dalam Musyawarah Desa minimal satu kali dalam 

setahun. 

5) Masyarakat desa berhak berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk 

memberikan tanggapan terhadap laporan pelaksanaan pembangunan 

desa. 

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas 

menegaskan bahwa masyarakat desa memiliki hak dan kewajiban dalam proses 

pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Warga berhak memperoleh 

informasi yang jelas dan terbuka mengenai rencana serta pelaksanaan 
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pembangunan, termasuk program, kegiatan, dan penggunaan anggaran. Selain itu, 

masyarakat juga memiliki hak untuk secara langsung memantau jalannya 

pembangunan di lapangan guna memastikan kesesuaian dengan rencana yang 

telah ditetapkan. Jika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian, masyarakat 

dapat menyampaikan laporan atau keluhan kepada Pemerintah Desa maupun 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pengawasan partisipatif. Di 

sisi lain, Pemerintah Desa wajib menyampaikan secara terbuka dokumen penting 

seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes kepada masyarakat melalui media 

informasi publik, serta melaporkannya dalam forum Musyawarah Desa minimal 

satu kali dalam setahun. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah ini juga 

penting sebagai wadah untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan, 

memberikan saran, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan 

bersama. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dodi Wahyudi selaku 

Sekretaris Desa Pulau Palas, tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan 

Desa, sebagai berikut: 

“Kami selalu terbuka, mengenai Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa. setiap tahun setelah APBDes disusun, kita 

langsung pasang informasinya di papan depan kantor desa. Di situ sudah 

lengkap mulai dari rencana anggaran tahunan, program-program 

pembangunan, hingga realisasi penggunaannya. Ini sudah dihimbau dari 

pemerintah agar setiap kantor desa memberikan informasi apbdes di 

depan kantor agar Masyarakat bisa tahu dan transparansi” (Dodi 

Wahyudi, Sekretaris Desa Pulau Palas, Senin 23 Juni 2025) 

Kemudian Bapak Riduan selaku masyrakat Desa Pulau Palas berpendapat 

mengenai hal diatas 
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“Spanduk APBDes yang didepan itu saya kurang ngerti, saya 

lihatnya sangat rumit, saya hanya berharap Pembangunan sudah sesuai 

dengan spanduk itu” (Riduan, Masyarakat Desa Pulau Palas, Senin 23 

Juni 2025) 

Kemudian bapak Abdul Rahman selaku Kasi Pemerintahan Desa Pulau Palas 

mengatakan: 

“Memang tidak semua masyarakat langsung paham, apalagi kalau 

lihat angkanya banyak. Tapi kalau ada warga yang bingung, mereka bisa 

langsung tanya ke saya atau ke perangkat desa. Kami jelaskan, biar 

mereka ngerti. Pada saat musyawarah desa, kita juga menjelaskan isi dari 

APBDes, dan nanti bulan juli kita mengadakan musyawarah penyusunan 

RKP desa, saya berharap masyrakat bisa hadir, bukan hanya kepala 

dusun” (Abdul Rahman, kasi Pemerintahan Desa Pulau Palas, Senin 23 

Juni 2025) 

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas 

mengatakan sebagai berikut: 

“Pembangunan memang seharusnya disesuaikan dengan APBDes, 

masyrakat bisa memantau langsung Pembangunan-pembangunan yang 

ada di apbdes sama di lapangan. Kalau mau lihat APBDes dengan jelas, 

Bapak bisa langsung cari di Google, buka aja media digital Desa Pulau 

Palas. Di sana sudah di upload poto APBDes, jadi bapak bisa lihat jelas 

di hp, kalau di spanduk depan kantor tulisan nya kecil,” (Armansyah, 

Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas, Senin 23 Juni 2025) 

Kemudian Bapak Dodi Wahyudi selaku Sekretaris Desa Pulau Palas, 

mengatakan sebagai berikut: 

“Kami juga sangat terbuka kalau ada masyarakat yang ingin tahu 

atau ikut memantau pelaksanaan pembangunan. Silakan saja datang 

langsung ke lokasi pembangunan, atau kalau ingin bertanya, bisa ke 

perangkat desa. Justru kami senang kalau warga ikut mengawasi atau 

membantu pekerjaan Pembangunan itu karena itu bagian dari partisipasi 

Masyarakat” (Dodi Wahyudi, Sekretaris Desa Pulau Palas, Senin 23 Juni 

2025) 

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas 

mengatakan sebagai berikut: 
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“Kalau ada warga yang merasa ada yang tidak sesuai, mereka 

bisa lapor langsung ke kami di kantor desa. Kami pasti tampung dan 

tindak lanjuti. Misalnya, waktu ada Pembangunan yang sempat tidak 

sesuai keinginan warga, masyarakat lapor dan kami langsung koordinasi 

dengan pelaksana” (Armansyah, Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas, 

Senin 23 Juni 2025) 

 

  Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa 

Pulau Palas telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan pembangunan 

secara terbuka dan transparan. Pemerintah desa menyediakan informasi 

pembangunan melalui pemasangan APBDes di kantor desa serta media digital 

desa agar dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga 

memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut memantau, bertanya, dan 

menyampaikan laporan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan 

pembangunan. Meskipun belum semua masyarakat memahami isi APBDes secara 

menyeluruh, pemerintah desa tetap berupaya memberikan penjelasan dan 

menindaklanjuti setiap masukan dari masyarakat sebagai bentuk pengawasan 

bersama dalam pembangunan desa. 

  Berdasarkan hasil observasi peneliti, pemantauan dan pengawasan 

pembangunan di Desa Pulau Palas telah berjalan dengan baik dan disertai upaya 

perbaikan yang jelas. Pemerintah desa tidak hanya menyediakan informasi 

melalui APBDes dan media digital, tetapi juga membuka ruang komunikasi bagi 

masyarakat yang belum memahami informasi tersebut. Adanya musyawarah desa, 

penjelasan langsung dari perangkat desa, serta mekanisme pelaporan masyarakat 

menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan 

pembangunan secara berkelanjutan. 
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C. Faktor Penghambat Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan 

Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan 

Hulu Kabupaten Indragiri Hilir 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan Di Desa Pulau Palas 

Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir bahwasanya hambatan 

terdapat pada Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa 

Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir 

adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pembangunan Desa 

Permasalahan yang muncul dalam tahap perencanaan pembangunan desa 

adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam forum musyawarah 

desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti waktu pelaksanaan yang 

tidak sesuai dengan kesibukan warga dan minimnya pemahaman mereka terhadap 

pentingnya forum tersebut. Selain itu, masyarakat juga belum memahami secara 

menyeluruh bagaimana cara menyampaikan usulan pembangunan, sehingga 

banyak aspirasi yang tidak terakomodasi dengan baik. Interaksi langsung antara 

masyarakat dan pihak desa juga masih terbatas di luar forum formal. 

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa 

Pada tahap pelaksanaan, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan 

anggaran yang tersedia dalam APBDes, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak 

dapat dilakukan secara menyeluruh dan harus dijalankan secara bertahap. Hal ini 

mengakibatkan adanya wilayah yang belum tersentuh pembangunan dalam satu 

periode anggaran. Sementara itu, masyarakat berharap adanya pemerataan 
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pembangunan di seluruh wilayah desa. Selain itu, luas wilayah dan kondisi 

geografis desa juga menjadi faktor penghambat dalam menjangkau seluruh titik 

pembangunan secara merata. 

3. Pemantauan dan Pengawasan Desa 

Dalam proses pemantauan dan pengawasan, kendala yang sering terjadi 

adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi pembangunan desa 

seperti isi APBDes. Penyajian data yang cenderung teknis dan kompleks 

menyulitkan sebagian warga untuk memahaminya. Selain itu, partisipasi 

masyarakat dalam melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan 

pembangunan masih tergolong rendah. Meski pemerintah desa telah menyediakan 

informasi secara digital, tidak semua warga memiliki kemampuan dan akses untuk 

membaca dan memahami informasi tersebut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Pemerintah Desa dalam 

meningkatkan pembangunan desa di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan 

Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa 

menjalankan perannya dalam penyelenggaraan pembangunan desa melalui 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan pengawasan 

pembangunan. Peran tersebut dilaksanakan dalam kerangka kewenangan 

pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, yang menempatkan pemerintah desa sebagai aktor utama dalam 

pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan desa. 

Pada tahap perencanaan pembangunan, Pemerintah Desa Pulau Palas 

menyusun rencana pembangunan melalui forum Musyawarah Penyusunan RKP 

Desa yang melibatkan perangkat desa dan unsur masyarakat. Pelaksanaan 

musyawarah tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam 

mendorong keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa. 

Namun demikian, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berjalan optimal 

karena masih terdapat warga yang enggan menyampaikan aspirasi secara 

langsung. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah desa berupaya 

menampung aspirasi masyarakat melalui keterlibatan tokoh masyarakat, 

pemberian kesempatan penyampaian usulan secara tertulis, serta pendekatan 

secara informal kepada warga. 
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Pada tahap pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Desa Pulau Palas 

berupaya merealisasikan program pembangunan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran desa. Pelaksanaan 

pembangunan dilakukan secara bertahap dan melibatkan masyarakat setempat. 

Meskipun demikian, hasil pembangunan belum dirasakan secara merata, 

khususnya pada pembangunan infrastruktur jalan lorong dan akses menuju area 

perkebunan. Sebagai upaya perbaikan, pemerintah desa menjadikan kondisi 

tersebut sebagai bahan evaluasi dan menyusun skala prioritas pembangunan untuk 

periode berikutnya. 

Pada tahap pemantauan dan pengawasan pembangunan, Pemerintah Desa 

Pulau Palas telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui 

penyediaan informasi pembangunan desa, baik melalui papan informasi APBDes 

maupun media digital desa. Selain itu, masyarakat diberikan ruang untuk 

berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan dengan menyampaikan masukan 

dan laporan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Secara 

keseluruhan, peran Pemerintah Desa Pulau Palas dalam meningkatkan 

pembangunan desa telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan 

pemerintah desa. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam 

pelaksanaannya, pemerintah desa terus melakukan upaya perbaikan yang 

diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan, 

serta keterbukaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa. 
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B. Saran 

1. Kepala Desa diharapkan mampu menemukan solusi atas berbagai 

hambatan yang menghambat pelaksanaan Pembangunan tanpa menunggu 

tahun depan, sehingga dapat menjalankan peran strategis dalam menjamin 

pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa dan menyelesaikan 

Pembangunan khususnya pada jalan akses perkebunan yang sangat penting 

agar masyarakat bisa melakukan pekerjaannya dengan nyaman. 

2. Perlunya inisiatif dari Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan 

Pembangunan agar permasalahan di lapangan dapat diselesaikan dan 

Pemerintah desa hendaknya mendorong warga untuk ikut serta, baik dalam 

musyawarah maupun pemantauan langsung di lapangan, agar dapat 

memastikan pembangunan sesuai kebutuhan Masyarakat dan berjalan 

dengan transparan 

3. Pemerintah desa perlu mengadakan kegiatan penyuluhan secara rutin, 

seperti musyawarah desa maupun melalui pendekatan informal. Agar 

masyarakat lebih memahami dokumen perencanaan pembangunan, rincian 

anggaran desa, serta mekanisme pengawasan yang dapat mereka lakuka
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DAFTAR PANDUAN WAWANCARA 

 

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN 

PEMBANGUNAN DESA DI DESA PULAU PALAS KECAMATAN 

TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

 

 

Identitas Peneliti 

Nama   : Taufik Fadhilah 

NPM   : 207310091 

Program Studi : Ilmu Pemerintahan 

 

Identitas Responden 

No Nama Informan  Jabatan 

1. Arifin, S.Ag Kepala Desa 

2. Armansyah, S.S.I Kaur Perencanaan 

3. Dodi Wahyudi, ST Sekertaris Desa 

4. Abd. Rahman Sidik, ST Kasi Pemerintahan 

5. Riduan Masyarakat 

6. Hidayat Masyarakat 

 

 

DAFTAR WAWANCARA 

 

A. Wawancara dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pulau Palas 

Kecamatan Tembilahan Hulu 

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan 

desa? 

2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah desa terhadap kegiatan 

pembangunan yang telah direncanakan? 

3. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam melaksanakan 

pembangunan secara bertahap dan merata di seluruh wilayah desa? 

4. Bagaimana rencana pemerintah desa terkait pembangunan jalan area 

perkebunan? 

5. Apa upaya pemerintah desa agar hasil pembangunan dapat dirasakan 

langsung oleh masyarakat? 
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6. Bagaimana strategi pemerintah desa untuk memastikan pembangunan 

dapat menjangkau seluruh wilayah desa? 

7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Musyawarah Desa dalam 

penyusunan RKP Desa di Desa Pulau Palas? 

8. Siapa saja unsur masyarakat yang dilibatkan dalam Musyawarah 

Penyusunan RKP Desa? 

9. Bagaimana bentuk transparansi pemerintah desa dalam menyampaikan 

informasi terkait RPJMDes, RKPDes, dan APBDes kepada 

masyarakat? 

10. Bagaimana mekanisme pemantauan dan pengawasan pembangunan 

yang dilakukan oleh pemerintah desa? 

11. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah 

Pembangunan? 

 

B. Wawancara dengan Masyarakat Desa Pulau Palas Kecamatan 

Tembilahan Hulu 

Bapak Riduan: 

1. Apakah bapak mengetahui adanya Musyawarah Penyusunan RKP 

Desa? 

2. Apakah Bapak memahami tujuan dan manfaat musyawarah tersebut 

bagi pembangunan desa? 

3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pelaksanaan pembangunan di 

Desa Pulau Palas? Dan apa harapan bapak terhadapat Pembangunan 

desa kedepannya? 

4. Apakah Bapak memahami isi dari spanduk APBDes di depan kantor 

desa? 

Bapak Hidayat:  

1. Apakah bapak menghadiri Musyawarah Penyusunan RKP Desa? 

2. Bagaimana kondisi jalan lorong dan jalan menuju kebun di wilayah 

Bapak saat ini? 
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